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c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan

Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran

yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan

prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

memajukan kondisi daerah;

Menimbang

BUPATICIREBON,

BUPATICIREBON

PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATICIREBON

NOMOR 100 TAHUN2023

TENTANG

RENCANAKERJA DINASPENGENDALIANPENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA,PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK

KABUPATENCIREBONTAHUN2024

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan .

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

1950 tentang14 Tahun1. Undang-Undang Nomor

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan

kepala daerah;

Mengingat
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1842);

59 Tahun 2017 ten tang

Tujuan Pembangunan

Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor

Pelaksanaan Pencapaian

Berkelanjutan (Lembaran

Tahun 2017 Nomor 136);

8.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 8tandar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6718);

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2021 Nomor 6);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 496);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 .

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita '

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2020 ten tang hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Tahun 2017 Nomor 1312);
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5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala

Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten

Cirebon.

4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati -

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam _

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah kabupaten.

,
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Cirebon.

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

KETENTUANUMUM

BAB I

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS

PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAANPEREMPUANDAN PERLINDUNGANANAK

KABUPATENCIREBONTAHUN2024.

MEMUTUSKAN:

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2022 Nomor 13).

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

Menetapkan
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14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi

daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden yang pe1aksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5

(lima)tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang se1anjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.



22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka

mencapai hasil (outcome) suatu program.

23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas /Iayanan kegiatan

dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan

ketentuan perundang- undangan.

24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang

atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya

pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
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penyelenggaraan pemerintahan daerah dimas a yang akan

datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahunan.

18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata

oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih spesifik,

terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan.

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif

darr/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,

keluaran, hasil, manfaat, dan Zatau dampak yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan

sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah

tujuan sudah tercapai.

20. Kebijakan pembangunan adalah arah Ztindakan yang diambil

oleh Pemerintah Pusat /Daerah untuk mencapai tujuan;

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah

Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

daerah.



22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka

mencapai hasil (outcome)suatu program.

23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitasflayanan kegiatan

dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan

ketentuan perundang undangan.

24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang

atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya

pembangunan agar hasil (outcome)dapat terwujud.

7

20. Kebijakan pembangunan adalah arahftindakan yang diambil

oleh Pemerintah Pusat /Daerah untuk mencapai tujuan;

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah

Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

daerah.

penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan

datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima)tahunan.

18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata

oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih spesifik,

terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan.

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif

danf atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,

keluaran, hasil, manfaat, danf atau dampak yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan

sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah

tujuan sudah tercapai.
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(1) Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat

daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran

dari Renstra Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani

antara perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk,

Pasa12

BABII

KEDUDUKAN

25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu

tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari

beberapa kegiatan dalam satu program.

26. Dampak (impact) adalah kondisi yang mgm diubah berupa

hasil pembangunanjlayanan yang diperoleh dari pencapaian

hasil (outcome) beberapa program.

27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen yang

memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau

dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan

Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau

dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan

SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

pengguna anggaran.
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a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai

visi dan misi pemerintah daerah.

b. menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu Tahun 2024

yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi,

dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada

Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja

impact sasaran, outcome program dan output kegiatan

Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai

dengan tugas dan fungsinya

(2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah :

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2024 adalah :

Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga(1) Maksud

Pasa13

BABIII

MAKSUDDANTUJUAN

Perlindungan Anak dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD),sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis

jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi

dan MisiDaerah.

Pemberdayaan Perempuan danKeluarga Berencana,
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon, program dan Kegiatan.

Keluarga Berencana,Pengendalian Penduduk,

Tujuan dan Sasaran Dinas ~

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap ~

nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Bab III

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak­

Kabupaten Cirebon tahun lalu dan Capaian Renstra '

Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Review

terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2024.

Bab I Pendahuluan

(1) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

Pasa14

SISTEMATlKARENJA

BABIV

c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu

Tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi

kinerja perangkat daerah.

Perlindungan Anak Dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran Tahun 2024.
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(1) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan , sistematika penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pe1ayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon tahun lalu dan Capaian Renstra

Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Review

terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan

nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon, program dan Kegiatan.

Pasa14

BABIV

SISTEMATlKARENJA

Perlindungan Anak Dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran Tahun 2024.

c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu

Tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi

kinerja perangkat daerah.
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Pasa15

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.

(2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

melaksanakan Renja melalui penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dinas Tahun 2024.

(3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 berpedoman

atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program,

kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang telah

ditentukan dalam Renja Dinas Tahun 2024.

BABV

PELAKSANAAN

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(2) Uraian Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab Ill! berisi tentang Rencana Program dan

Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2024.
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(1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cirebon selaku selaku Pengguna Anggaran wajib

menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja

yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara

triwulan, semester maupun akhir tahun.

(4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak,

outcome dan output sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi

simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cirebon selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas

pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam

Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya

secara berkala paling lambat tiap triwulan.

(2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara

selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas

pencapaian target outcome program yang tercantum dalam

Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat

outcome dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara

berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

(3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas

pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang

tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja

kunci yang bersifat output dan akan dievaluasi capaian

realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap

triwulan.

BABVI

PENGENDALIAN,EVALUASIDANPELAPORAN

Pasal6
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HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 20 Okto ber 20 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 8

(2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BABVII

KETENTUAN PENUTUP

.,'
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Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk.

Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sejumlah peraturan

Perundangan. Peraturan Daerah dan pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPDadalah :

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan ini.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mengakomodasi

dan mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional. ProvinsiJawa Barat

dan hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan serta

mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat terutama yang disampaikan

dalam MUSRENBANGbersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)terkait termasuk dengan unsur Legislatif(DPRD).

Pendekatan dalam penyusunan APBD yang selama ini menggunakan

Sistem Anggaran Tunai (SAT)yang lebih menekankan pada penggunaan

sumber daya dan dana (Input). diubah menjadi anggaran pendekatan

kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya

pencapaian hasil kerja (Output)dari perencanaan alokasi biaya (Input)yang

ditetapkan.

Dengan diberlakukannya Peraturan MenteriDalamNegeriNomor13Tahun

2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor38 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Daerah termasuk didalamnya mengenai pengelolaan

daerah.

1.1 LATAR BELAKANG

BABI

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaien Cirebon Tahun 2024
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nemer 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nemer 15 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 32 Thaun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor5 Seri

D.4);

Rencana Kerja Pemerintali Kabupaten Cirebon Tahun 2024
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b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024

adalah:

a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Cirebon adalah sebagai dokumen perencanaan dan

penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai

fungsi:

1. Sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga

Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon dan bagi masyarakat karena memuat kebijakan

pelayanan Bidang Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKl\) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

12.Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2021 Nomor 20 Seri D);

14.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 Seri D tentang Tugas,

Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan .A....riak (Berita

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 32 Seri D).

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024
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BABIII TUJUAN.SASARAN.PROGRAMDANKEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2 Program dan KegiatanTahun ini

BABIV PENUTUP

BABII EVALUASIPELAKSANAANRENJASKPDTAHUNLALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika

Rencana Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA)adalah sebagai berikut

Nomor54 Tahun 2010 dan Perda Nomor9 Tahun 2012 tentang Sistematika

1.4 SISTEMATlKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan Permendagri

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya serta produktifitas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

1. Menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan seluruh kegiatan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024.

2. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024



2022
UrusanlBidang Urusan lndikator KinerjaPemerintah Program (Outcome) / Keterangan Tindak Lanjut

Daerah dan Kegiatan (Output) Target Capaian
ProgramlKegiatan

PROGRAM Terdapat .. sub kegiatan Memaksimalkan
Presentase Pelayanan capaian kinerja pad.PENUNJANG URUSAN Administrasi 100 97,32 yang capaiaooya sub kegiatan yangl'EMERlNTAHAN Perkantoran dan Persen Persen dibawah 100% sehingga termasuk dalamDAERAR Pelaporan mempengaruhi outcome catatan tidakKABUPATENIKOTA program tereapai

Administrasi Umum Jumlah dokumen

Perangkat terselenggaranya layanan 7

Daerah pelaksanaan administrasi dokumen
umum kantor

Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Adanya kekeliruan dalam Perhitungan awaI pada
dan Bacaan dan Peraturan 6.075 6.072 menghitung jumlah target DPA untuk:
Peraturan Perundang- Perundang-Uodaugan yang eksemplar Dokumen pada renstra perubahan dan penyesuaian larget
undangan Disediakan DPA pada renja

Jumlah Paket Kelalaian dalam merubah Perhilungan jenis
Penyediaan Bahan/Material yang 17 Jenis 10Jenis target pada renja bahan materiaJ pada
Bahan/Material awal penyusunan renjaDisediakan perubahan dengan DPA

Pada kondisi real ternyara
proyeksi target berada Penyesuaian target

Penyelenggaraan Rapat Jurnlah Laporan diatas realisasi kegiatan renja dengan capaianPenyelenggaraan Rapat, yang mana rnenyesuaikanKoordioasi dan Koordinasi dan 156Orang 138Orang pelaksanaan Perjalanan reoja tahun
KonsoJtasi SKPD Konsultasi SKPD Dinas yang tidak bisa sebelumnya sehingga

diprediksi pada rapat yang target dapat tercapai

sifatnva diluar p_erencanaan

Dinas Pengendalian. Penduduk, Keluarga Berencana, Petnberdauaan 5
Perempuan. dan Perlindungan Allak Kabupaten Cirebon

'-----

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Pada pelaksanaan Prograrrr/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk,

KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sudah dilakukan dengan maksimal, namun terdapat hambatan yang

dialami dalam pelaksanaan tersebut sehingga ada beberapa

programZkegiatanyang targetnya tidak tercapai sesuai dengan apa yang

sudah direncanakan, adapun programZkegiatantersebut adalah sebagai

berikut:

yang mempengaruhi dalam pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan

sebelumnya, adapun target dan capaian kinerja tersebut dapat dilihat

dalam tabel 2.1 terlampir.

pelaksanaannya memang terdapat beberapa kendala dan permasalahan

PadaAnggaran.PerencanaanDokumenkedalamdituangkan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun Anggaran 2023 telah

melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan Rencana Kerja yang

11.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024
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Pemeliharaan Barang
Jumlab barang milikMilik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan daerab yang diberikan 268 unit

Daerah pemeliharaan

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan DinasPemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Terdapat 22 kendaraan Penyesuaian j umJabPemeliharaan, Pajak, dan yang tercatat pada aset
Perizinan Kendaraan yang Dipelihara dan 161Unit 149Unit yang merupakan kendaraan kendaraan yang
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan

rusak berat tersedia
Lapangan Perizinannya

PROGRAM
Merupakan dataPENGARUSUrAMAAN Proporsi perempuan Membuat perjanjian

GENDER DAN dalam pekerjaan upaban 11,9 6,28 seknnder yang hams kerjasama lintas
PEl\<mERDAYAAN di sector nonpertanian Persen Persen dicapai melalui sektoral
PEREMl'UAN kerjasama lintas sektoral

Perbanyak sosialisasi
PROGRAM Persentase perempuan 1,33 1,32 Masib terdapat kasus pada tingkat
PERLINDUNGAN yang mendapat Persen Persen kekerasan pad a masyarakat terkait
PEREMPUAN perlindungan perempuan kekerasan pada

~erem_fJuan
Memaksimalkan

PROGRAM Meningkatnya ketabanan Masib banyaknya kasus peran Petugas
PENlNGKATAN keluarga yang ditandai 0,82 2,06 perceraian pada Motekar dalam
KUALlTAS dengan menurunnya Persen Persen ketabanan keluarga
KELUARGA angka perceraian kabupaten cirebon serta kerjasama

lintas sektoral
Penyediaan Layanan
bagi Keluarga dalam J umlab peserta yangMewnjudkan KG dan diberikan pelayanan 138oranl!Hak Allak yang \vilayab komprebensif.Kerjanya dalam Daerah
Kabul'.aten/Kota

Jumlah Layanan

Pelaksanaan Penyediaau Komprehensi f bagi

Layanan Komprehensif Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Penyesuaian jumlahbagi Keluarga dalaru Gender (KG) dan Kesalahan perhitungan peserta padaMewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang 134Orang llO Orang jumlah peserta dalaru renja pelaksanaan kegiatanPerlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya perubahan mendatangWilayah Kerjanya dalaru

Daerah KabupatenIKota Lingkup Daerah
KabupatenIKota yang
Tersedia

PROGRAM Perbanyak sosialisasi

PEM.ENUHAN HAK Presentase anak yang 2,16 2.15 Masih terdapat pada tingkat

ANAK(pHA) mendapat perlindungan Persen Persen kekerasan pada anak masyarakat terkait
kekerasan pada anak

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Jumlab orang yangPenyedia Layanan mendapatkan layanan 1.425Peningkatan Kualitas penguatan kualitas OrangHidup Anak keluargaKewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan JumJahAnak yang Perencanaan kegiatan
Mendapatkan Layanan Terdapat perbedaan antara yang lebib sesuai lagiPeningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas 50KK 4KK keluaran kegiatan dengan antara output denganHidup Anak Kewenangan Hidup Anak Kewenangan, pelaksanaan kegiatan pelaksanaan isi DPAKabupaten/Kota KabupatenIKota

Koordinasi dan Jurnlah Dokumen Basil Penyesuain targetSinkronisasi Pelaksanaan Koordinasi dan
Pendarnpingan SinlcronisasiPelaksanaan Keterlambatan merubah dengan sesuai dengan

750 Orang 244 Orang target pada ren]a kegiatan yang akanPeningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas perubahan dilaksanakan padaHidup Anak Tingkar Hidup Anak Kewenangan renja mendatangDaerah KabupatenlKota Kabupaten/Kota
PROGRAM J umlab layanan korban 100PERLThl>UNGAN 100 Persen
KHUSUSANAK kekerasan Persen

Pencegahan Kekerasan
Terbadap Anak yang Jumlah anggota lintas
Melibatkan para Pihak sektoral yang mendapat 360 orang
Lingkup Daerah penguatan
Kabupaten/Knta

Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Penyesuain targetKoordinasi danSinkronisasi Pencegahan Sinkronisasi Pencegahan Kererlambatan merubah dengan sesuai dengan
Kekerasan terhadap Anak Kekerasan Terhadap Auak 300 Orang 230 Orang target pada renja kegiatan yang akan
Kewenangan perubahan dilaksanakan pada
KabupatenlKota Kewenangan renja mendatangKabupatenIKota

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024
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Adapun capaian target yang kecil menjadi indikator yang baik sebagai

contohnya pada program peningkatan kualitas keluarga dengan indikator

meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya

angka perceraian dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)dengan

indikator persentase anak yang mendapat perlindungan sebagai bentuk

suksesnya dalam menekan angka kekerasan dan perceraian.

Jika dilihat dari tabel diatas, terdapat beberapa programZkegiatanyang

tidak mencapai target, hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian

pada perencanaan awal dengan jumlah anggaran yang tersedia dan tidak

dirubahnya target pada renja perubahan tahun anggaran 2022. Selainhal

tersebut juga kurangnya koordinasi lintas sektoral dalarn pelaksanaan

programZkegiatan membuat target yang dicapai tidak maksimal.

Pemahaman pejabat pelaksana teknis kegiatan terhadap esensi dari

capaian program/kegiatan yang kurang sehingga tidak maksimalnya

capaian kinerja itu sendiri.

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Jumlab anggota gugusPenyedia Layanan bagi
Anak yang Mernerlukan tugas yang mendapatkan 138ol'8ng
PerliDdungan Khusus penguatan, anggota lintas

Tingkat Daerah sektoral yang bersioergi

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil

Sinkronisasi Peningkatan Koordinasi dan

Kapasitas Sumber Daya Sinkronisasi Peningkatan Penyesuain target

Lembaga Penyedia Kapasitas Sumber Daya Keterlarnbatan merubah dengan sesuai dengan
Layanan Anak yang Lembaga Penyedia 96 Orang 55 Orang target pada renja kegiatan yang akan

Memerlukan Perlindungan Layanan Anak yang perubahan dilaksanakan pada

Kbusus Tingkat Daerah Memerlukan Perlindungan renja mendatang

Kabupaten/Kcta Khusus Kewenangan,
Kabupaten/Kota

PROGRAM Masih ban yak akseptor Penyuluban yangPEl\mINAAN Peningkatan jumlah 25,20 22,65 yang memilih alat
KELUARGA akseptor MKJP Persen Persen konstrasepsi jangka intens if lagi pada

BERENCANA (KB) pendek calon akseptor MKJP

72,09 Masih baoyak unmeet Memfasilitasi peserta
Peningkatao Cu/PUS 75 Persen Persen need yang belum unmeet need media

terfasilitasi kontrasensi kontrascpsi
Pendayagunaan Tenaga Jumlah kader PPKDBPcnyulub KBI Petugas dan Sub PPKDB yang 3.300
Lapangan KB Orang
(PKBIPLKB) mendapat pembinaan

Penggerakan Kader Jumlah Kader yang Tidak sesuai antara target Perubahan target pada
Mengikuti Penggerakan, 3177 2120 renja menyesuaikanInstirusi Masyarakat Kader lustitusi Mas) arakat Orang Orang renja dengan jumlah dcugan isi DPAPedesaan (IMP) Pedesaan (IMP) peserta yang dilaksanakan

Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuban Alat dan 87.100Obat Kontrasepsi Serta Jumlah peserta KB Baru
Pelaksanaan Pelayanao orang

KBDiDaerah
KabupatenlKota

Pernbinaan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan PelayananKeluarga Bereucana dan Keluarga Berencana dan Penyesuaian targetKesehatan Reproduksi di Kesehatan Reproduksi di 400 Orang 374 Orang Ada beberapa peserta yang pada renja awal atauFasilitas Kesehatan FasiJitasKesehatan tidak dapat berpartisipasi perubahanTennasuk Jaringan dan Termasuk Jaringan danJejaringnya Jejaringnya
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VrusanIBidang Vrusan 2022
Pemerintah Lndikator Kinerja Program

Daerab dan (Outcome) I Kegialao Keterangan

ProgramIKegiatan (Output) Target Capaian

PROGRAM PENVNJANG Persentase PelayanauURUSAN PEMERJNTAHAN Adrninistrasi 100 97,32
DAERAH Perkantoran dan Pelaporan Persen Persen
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggarao, Jumlah dokumendan pereneanaau dan evaluasi 7
Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen
Daerah kinerja skpd yang tersusun

Penyusunan Dokurnen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 2 Tersusunnya dokumen Renja Murni
Perencanaan Perangkat Daerah Pernngkat Daerah Dokumen Dokumen dan Renja Perubahan

Jumlah Laporan Capaian

Koordinasi dan Penyusunan Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan 4 4 Tersusunnya dokumen Ll'l'D, LJ.:JP,Laporan Capaian Kinetja dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dokumeu Perkin Th.'U dan SPIPIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
fkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Jurnlah Laporan Evaluasi 40 orang 40 orang Terlaksananya kegiatan evaluasi
Daerah Kiuerja Peraugkat Daerah kinerja sebanyak 40 orang

Administrasi Keuangan Jumlah dokumen laporan 3
Perangkat Daerah keuangau yang lersusun Dokumen

JumJah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tabun SKPD dan 1 1Laporan Keuangan Akhir Talum Laporan HasiJ Koordinasi Dokumen Dokumen Tersusunnya dokumen CALK
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Bulananl Triwulananl

Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan Laporan 1 1 Tersusunnya dokumen LaporanLaporan Keuangan Bulanan I Koordinasi Penyusunan Dokurnen Dokurnen PrognosisTriwulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangau
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Adrninistrasi Harang Mjlik Jumlnb dokumeo 1Daerah pad a Perangkat terselenggaranya tata kelola DokumeoDaerah aset barang milik pemerintab
Pengarnanan Barang Milik: Jumlah Dokumen Peugamanan 1 1 Tersusunnya dokumen Monitoring
Daerah SKPD Barang Milik, Daerah SKPD Dokumen Dokurnen Barang Milik Daerah

Administrasi Umum JumJab dokumeo

Perangkat tcrsclenggaranya layanan 7

Daerab pelaksaoaao admioistrasi dokumeo
umum kantor

Penyediaan Kornponen Insiaiasi Jumlah Paket Komponen
Instalasi, Listrik/Penerangan Tersedianya paket komponenListrik/Penerangan Bangunan Bangunan Kantor yang 1Jeuis 1Jenis instalasi listrikKantor Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Tersedianya peralatan gedung kantorPerlengkapan, Kantor yang 4 Jeuis 4 JenisPerlengkapan Kantor Disediakan (Komputer, Printer. Scanner&AC)

Penyediaan Barang Cetakao dan Jurnlah Paket Barang Cetakan Terscdianya cetak Foto Copy dan
Penggandaan dan Penggandaan, yang 2 Jenis 2 Jenis SpandukDisediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi Tersedianya makanan dan minuman
Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Jenis 2 Jeuis rapat dan makanan dan minumanKunjungan Tamu tamu

Penatausahaan Arsip Dinamis Jwnlah Dokumen Tersedianya petugas penatausahaanPenatausahaan Arsip 3 Orang 3 Orangpada SKPD Dinamis pada SKPD arsip dinas (pegawai Non PNS)

Penyediaan Jasa l'enunjang Jumlah jasa penuojaog
Urusan urusan administrasi umum 4 jenis
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan

Dinas Pengendalian. Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdauami 8
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L.__

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

Pada pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sudah dilakukan dengan maksimal, sehingga target dari

program/kegiatan tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan,

adapun programZkegiatantersebut adalah sebagai berikut :
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Jumlab Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Kornunikasi, Jasa Komunikasi Sumber Daya 3Jasa 3 Jasa Tersedianya belanja jasa telepon, air
Surnber Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang dan listrik selama satu talmo

Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Jurnlah Laporan Penyediaan
Tersedianyajasa pelayanan urnurnJasa Pelayanan Umum Kantor I Jasa IJasaUmum Kantor yang Disediakan kantor (cleaning service)

Pemelibaraan Barang Milik Jumlab barang milik daerabDaerah Penunjang Urusan yang diberikan pemeliharaan 268 unit
Pemerintaban Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan. .JumlahKeodaraan Perorangan
Biaya Pemelibaraan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas 73 Unit 73 Unit Tersedianya bahan bakar minyak
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan untuk 73 kendaraan opersional dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlab Gedung Kantor dan Tersedianya jasa sewa gedung kantorGedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 40 Unit 40 Unit
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor

PROGRAM Persentase Lembaga IPENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN Kelompok berbasis gender 25 Persen 100

PEMBERDAYAAN yang mendapatkan Persen

PEREMPUAN penguatan

Proporsi perempuan dalam 11,9 6,28pekerjaan upahan di sector Pcrsen Persennonpertanian
Persentase Partisipasi 35,90 38
angkatan kerja perernpuan Persen Persen

Pelembagnan Jumlah peserta yangPengarusutamaan Gender mendapat Sosialisasi dan 133(pUG) pad a Lembaga Bintek/Seminar OrangPemerintab Kewenangan Pengarusutamaan GenderKabunaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerab yang
Mengikuti Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Terselenggaranya sosialiasi PUG
Pelaksanaan PUG Gender (PUG) Termasuk 66 Orang 66 Orang dan PPRG pada SKPD dan 66 orang
tennasuk PPRG Perencaan Pembangunan peserta kegiatan

Responsif Gender, (PPRG)
Kewenangan KabupatenIKota

Penguatan dan Jumlah perempuan kategoriPengembangan Lembaga umum serta perempuan 160Penyedia Layanan kepala keluarga yang OrangPembcrdayaan Perempuan mcndapatkan bimbinganKewenangan Kabupaten/Kota

J:'engembanganKomunikasi, Jumlah Dokumen Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KlE) Terselenggaranya KJEInformasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan 160Orang 160Orang pemberdayaan perempuan pada 160Pemberdayaan Perempuan Kewenangan KabupatenIKota orang pesertaKewenangan KabupateniKota yang Tersedia

PROGRAM Persentase perempuan yang 1,33 1,32
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN mendapat perlindungan Persen Persen

Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Jumlab Korban yang 100Korban Kekerasan yaog meodapatkan 90 Persen PerseoMemerlukan Koordinasi Pelayanan terpadu
Kewenangan KabupatcnIKota

Penyediaan Layanan Pengaduan Jurnlah Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat, Terlanyaninya 102pendampinganMasyarakat bagi Perempuan KabupaleolKota yang 75 Persen 100 kasus kekerasan pada pennpuan danKorban Kekerasan Kewenangan Mendapatkan Layanan Persen anak oleh P2TP2AKabupateolKota Pengaduau

PROGRAM PENGELOLAAN Pelaksanaan pengumpulan 100 100SISTEM DATA GENDER
DANANAK data terpilah gender Persen Persen

Pengumpulan, Pengolahao
Analisis dan Penyajiao Data tersedianya buku data 120Geoder dan Anak Dalam 120 Buku
Kelembagaan Data di Tingkat lerpilah gender dan anak Buku

Daerah Kabupaten/kota
Penyediaan Data Gender dan Jumlah Dokumen Data Gender Terlaksananya dan tersusunnya bukuAnakdi dan Anak, KabupatenIKola 120Buku 120Buku data terpilab genderKewenanaan Kabupaten/Kota yang Tersedia
PROGRAM Jumlab layanan korban 100 100PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK kekerasan Persen Persen

PROGRAM tersediannya informasi data 100PENGENDALIAl'I' -
PENDUDUK keluarga persen
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Pemetaan Perkiraan
JumJah pelaksaan pencatatauPeogendalian Penduduk

Cakupan Daerah dan pengumpulan data -
Kabupaten/Kota keluarga

Peuyediaan Data dan Infonnasi Jumlab Data dan Informasi 9.734 9.734 Terfasilitasinya keluarga yang data
Keluarga Keluarga yang, Tersedianya Keluarga Keluarga kependudukannya diupdate

Pencatatan dan Pengumpulan Jumlab Laporan Pencatatan dan Terlaksauanya peucatatau dan

Data Keluarga Pengumpulan Data Keluarga 12Bulan 12Bulan pengwnpuJan data kependudukan
keluarga selama 1 tabun

Pengolaban dan Pelaporan Data Jumlah Dokumen Pengolahan Terfaslitasinya gedung Balaidan Pelaporan DataPengendalian Lapangan dan Pengendalian Lapaugan dan 18Unit 18Unit Penyulub terkait updating data I
Pelayanan KB Pelayanan KB rumab data

PROGRAM PEMBINAAN Peningkatan jumlah akseptor 25,20 22,65KELUARGABERENCANA
(KB) MKJP Persen Persen

Peningkatan CUIPUS 75 Persen 72,09
Persen

Jumlah pendidik/Motivater 340 508
sebaya Orang Orang

Jumlah kampung KB dasar 10 10

yang mengalami kenaikan Kampung Kampun

status KB g
KB

Rentang usia pernikahan 20 Tahun 20 Tahunpertama pad a perempuan
Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Jumlah Kecamatan yang 40
Edukasi (KlE) Pengendalian teradvokasi KlE Kecamata
Penduduk dan KB Sesuai n
Kearifan Budaya Lokal

Jumlab Organisasi yang
Mendapatkan Advokasi

Advokasi Program KKBPK Program Bangga Kencana 40 40 Terlaksananya advokasi programkepada Stakeholders dan Min" (Pembangunan Keluarga, Kecarnata Kecamata KKBPK pada 40 kecamatanKerja Kependudukan, dan Keluarga n n
Berencana) kepada Stakeholders
dan Mitra Kerja
Jumlab Dokumen Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)

Komunikasi, Informasi dan Program Bangga Kencana 57Edukasi (KIE) Program KKBPK (Pembangunan Keluarga, 57 Lembar Lembar Tersedianya dokumen KIE
Sesuai Kearifan Budaya LokaJ Kependudukan. dan Keluarga

Berencana) Sesuai Kearifan
Budaya, Lokal
Jumlab Dokumen Promosi dan

Prornosi dan KIE Program KIE Program Bangga Kencana

KKBPK Melalui Media Massa (Pernbangunan Keluarga, 60 Tersedianya dokumen promosi Kl
Cetak dan E1ektronik Serta Kependudukan, dan Keluarga 60 Lembar Lembar program Bangga Kel1c311aBerencana) Melalui MediaMedia Luar Ruang Massa Cetak dan Elektronik

serta Media, Luar Ruang
Jumlab Laporan Hasil

Pengelolaan operasional dan Pcngclolaan Opcrasional dan Tersedianya laporan hasilSarana di Balai Penyuluhan 40 Balai 40 Balaisarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Penyuluh Penyuluh pengelolaan Balai Penyulub .I Rumah
KKBPK Keluarga, Kependudukan, dan Dataku

Keluarga Berencana)

Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil 57 57 Terfasilitasinya 57 keluarga dalam
Pengendalian Program, KKBPK Keluarga Keluarga program KKBPK

PengendaLian dan
Pendistribusian Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepsi Jumlah peserta KB Baru 87.100
Serra Pelaksanaan Pelayanan orang
KBDi Daerah
Kabupaten/Kota

Pengendalian Pendistribusian Jumlah Laporan Pengendalian
Pendistribusian Alat dan ObatAlai dan Obat Kontrasepsi dan Kontrasepsi dan SaranaSarana Penuojang Pelayanan KB Pelaksanaan distribusi alokon

Ke Fasilitas Kesebatan Penunjang Pelayanan KB ke 3 Gerak 3 Gerak sebanyak 3 kali gerak dalam LtabunFasilitas Kesehatan TermasukTennasuk Jaringan dan JaringanJejaringnya dan Jeiaringnya
PROGRAM
PEMBERDAYAANDAN Presentase anggota bina 57,24 60,24PENINGKATAN
KELUARGASEJAHTERA keluarga yang ber-KB Persen Persen

(KS)
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Urusan/Bidang Urusan 2022
Pemeriotah lndikator Kinerja Program

Daerab dan (Outcome) IKegiatan Keterangan

ProgramiKegiatan (Output) Target Capaian

PROGRAM PENUNJANG Presentase PelayananURUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Perkantoran dan 100 97,32
DAERAH Pelaporan Persen Persen
KAllUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Jumlab dokurnen laporan 3Perangkat keuangan yang tersusun DokumenDaerab
Penyediaan Gaji dan Tuojangan Jumlah Orang yang Menerima 83 98 Adanya penambahan 4 orang CPNS dan II
ASN Gaji dan, Tunjangan ASN Pegawai Pegawai kasubbag TV UPTD P5A

PROGRAM Persentase Lembaga IPENGARUSUfAMAAN
GENDER DAN Kelompok berbasis gender 2S Persen 100

PEMBERDAYAAN yang mendapatkan Persen

PEREMPUAN penguatan

Persentase Partisipasi 35,90 38
angkatan kerja pel·empuan Persen Persen

Pemberdayaan Pcrempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial, Jumlah anggota organisasidan Ekonomi pada Organ isasi perempuan yang terbina 175 orang
Kemasyarakatan Kewenangan
KabupateniKota

Jumlah Dokumen Hasil
Sosialisasi Peningkatan Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang Partisipasi Perempuan di Bidang 45 Orang 51 Orang Jurnlah peserta yang diikutsertakan
Politik, Hukum, Sosial dan Politik, Hukum, Sosial dan melebibi dari target renja
Ekonomi Ekonomi Kewenangan,

Kabupaten/Kota
PROGRAM Perseotase perempuan yang 1,33 1,32PERLlNDUNGAN
PEREMPUAN mendapat perlindungan Persen Persen

Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Jumlab Korban yang
Korban Kekerasan yang mendapatkan Pelayanan 90 Persen
Memerlukan Koordinasi terpadu
Kewenangan KabupatenIKota

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencmla, Pemberdauaan. 11
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-

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja

Pada pelaksanaan Prograrrr/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk,

KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

terdapat programjkegiatan yang tercapai melebihi dari apa yang sudah

ditargetkan, adapun programjkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tabel diatas merupakan pelaksanaan ProgramjKegiatan yang

targetnya sudah sesuai dengan perencanaan, hal tersebut dipengaruhi

oleh dukungan sektoral, koordinasi antar bidang pelaksana dan dana

yang mencukupi sehingga pada pelaksanaannya tidak menemukan

masalah yang cukup berarti dan membuat target tersebut dicapai dengan

baik atau 100%.

Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Jumlah Anggota BKB, BKR 72.872
Ketahanan dan dan BKL Anggota
Kesejabteraan Keluarga
Pengadaan Sarana Kelornpok Jumlah Unit Saraoa Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, Kesejahteraan Keluarga (BKB, 2 Jenis 2 Jenis Tersedianya BKB KIT dan KIT Siap
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan BKR- BKL, PPPKS, PIK-R dan Nikah
Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS) Ke!uarga/UPPKS)
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Penyediaan Layanan Pengaduan Jumlah Perempuan Korban

Masyarakat bagi Perempuan Kekerasan Tingkat. 100 lumlah penanganan 102 kasus kekerasan

Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang 75 Persen Persen oleb P2TP2A dilaksanakan selurubnya

KabupatenIKota Mendapatkan Layanan sesuai dengan jurnlah pengaduan kasus
Pengaduan
Meningkatnya ketahanan

PROGRAM ]'ENlNGKA TAN keJuarga yang ditandai 0,82 2,06
KUALITAS KELUARGA dengan menunmnya angka Persen Persen

perceraian
Peningkatan Kualitas
KeJuarga daJam Mewujudkan Jumlah perempuan yang
Kesetaraan Gender (KG) dan diberikan pembinaan 100 orang
Hak Anak tingkat Daerah pemberdayaan perempuan
Kabupaten/Kota
Pcngembangan Kegiatan Jumlab Laporan Pengembangan Jumlah peserta pada rencana pelaksanaanMasyarakat untuk Peningkatan Kegiatan Masyarakat untuk 120
Kualitas Keluarga Kewenangan Peningkatan Kualitas Keluarga 100Orang Orang berbeda dengan peserta yang ikut serta

Kabupateo/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam kegiatan

]'ROGRAM PEMENUHAN Presentase anak yang 2,16 2,16
EAK ANAK (PEA) mendapat perlindungan Persen Persen
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga JumJah orang yangPenyedia Layanan 1.425
Pcningkatan KuaJitas Hidup mendapatkan Jayanan 01'8og
Anak Kewenangan penguatan kualitas keJuarga

KabupateolKota
Pengembangan Komunikasi, Jumlah Dokumen Komunikasi
Informasi dan Edukasi lnforrnasi dan Edukasi (KlE)
Pemenuhan Hak Anak ba~) Pemenuhan Hak Anak bagi i57 Jl111110h peserta pacta rencana pelaksanaao
Lembaga Penyedia Layanan Lcmbaga Penyedia Layanan 100Orang Orang berbeda dengan peserta yang ikut serta
Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Kualitas Hidup dalam kegiatan
Anak Tingkat Daerah Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota KabupatenlKota
PROGRAM JumJab Jayanan korban 100 )00
PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK kekerasan Persen Persen

Peoyediaan Layanan bagi
Anak yaog Memerlukan 177PcrJioduogan Khusus yang .Iumlah Jayanan korban 58 PeJayanaMemerlukan Koordinasi kekcrasan yang diberikan layanan
Tiogkat Daerah
KabupateolKota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Layanan Tindak Lanjut

Pelaksanaan Pendampingan Pengaduan yang Mernerlukan Jumlah pelayanan pengaduao yangKoordinasi dan Sinkronisasi 40 177Anak yang Memerlukan bagi Anak yang Memerlukan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang
PerlindunganKbusus Perlindungan Khusus ada pada kondisi yang sesungguhnya
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan KabupatenIKota
Penguatan dan
Peogcmbaogan Lembaga .Iumlah anggota gugus tugas
Peoyedia Layanun bagi Anak yang mendapatkan 138 orangyang MemerJukan penguatan, anggota Jintas
Perliodungan Khusus Tingkat sektoral yang bersinergi
Daerah Kabupateo/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jurnlah Dokumen Hasil

Penguatan Jejaring antar Koordinasi dan Sinkrouisasi
Penguatan Jejaring antar Jumlah peserta pada reucana pelaksanaanLembaga Penyedia Layanan Lcmbaga Penyedia Layanan 96 Orang 100 berbeda dengan peserta yang ikut sertaAnak yang Memerlukan Anak yang Memerlukan Orang daJarnkegiataoPerlindungan Khusus Tingkat Perlindungan KhususDaerah KabupatenlKota Kewenangan, KabupatenIKota

PROGRAM PEMBINAAN JumJab pendidikIMotivator 340 508KELUARGA BERENCANA
(KB) sebaya Orang Orang

PeJaksanaan Advokasi,
Komnoikasi, Informasi dan JumJah Kecamatan yang 40
Edukasi (KlE) PeogendaJian teradvokasi KIE Kecamata
Peoduduk dan KB Sesuai 0
Kcarifao Budaya LokaJ

Jumlah Laporan Mekanisme

Pelaksanaan Mekanisme OperasionaJ Program Bangga

Operasional Program KKBPK Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan Jumlah peserta yang melonjak dikarenakanmelalui Rapat Koordinasi Keluarga Berencana) Melalui 210 Orang 2400 adanya stimulus kegiatan berdasarkanKecamatao (Rakorcam), Rapat Rapat Koordinasi Kecamatan Orang anggaran DAK BOKBKoordinasi Des" (Rakordes), (Rakorcam). Rapat Koordinasidan Mini Lokakarya (Minilok) Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (MiniJok)

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024



Dinas Pengendalian. Penduduk, Keluarga Ben'7tcana, Pemberdauaatt 13
Perempuan. dan Perlindungan Allak Kabupaten Cirebon

Tabel diatas menunjukan capaian prograrrr/kegiatan yang capaian

targetnya melebihidari target yang sudah ditentukan, adapun penyebab

dari hal tersebut diantara lain karena pelaksanaan program/kegiatan

yang sudah sangat baik, sehinggadapat melebihidari target awal.

Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuban
Alat dan Obat Kontrasepsi JumJah peserta KB Baru 87,100
Serta Pelaksanaan Pelayanan orang
KBDiDaerab
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kesertaan Jumlah Orang yang Mengikuti
Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan

Penggunaan Metode Kontrasepsi Kesertaan. Penggunaan Metode 8.000 18.441 adanya stimulus kegiatan berdasarkau
Jangka Panjang (MKJP) Kontrasepsi Jangka Panjang Orang Orang anggaran DAK BOKE(MKJP)

Promosi dan Konseling KB Promosi dan Konseling KB 880 JwnJab peserta yang melonjak dikarenakan
Pasca Persalinan dan Pasca Pasca Persalinan dan Pasca 855 orang Orang adanya stimulus kegiatan berdasarkan
Keguguran Keguguran anggaran DAK BOKB

JwnJah Akseptor yang 120 Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan
Peningkatan Kesertaan KB Pria Mendapat Meningkatan, 100Orang Orang adanya stimuJus kegiatan berdasarkan

Kesetaraan KB Pria anggaran DAK BOKE
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan .Iumlah Kampung KHyang 10
Tingkat Daerab diberikan pembinaan Kampung
Kabupaten/Kota Dalam KB
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah Kampung KB yang
Mengikuti Pelaksanaan dan

Pelaksanaan dan Pengelolaan Pengelolaan Program Bangga 10 123 Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan
Program KKBPK di Kampuug Kencana (Pembangunan Kampung Kampung adanya stimulus kegiatan berdasarkan
KB Keluarga, Kependudukan, dan KE KB anggaran DAK BOKE

Keluarga Berencana) di,
KamplmgKB

PROGRAM
PEJ\ffiERDA YAAN DAN Presentase anggota bins 57,24 60,24PENlNGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA keluarga yang ber-KB Persen Persen

(KS)

Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga Mellllu; l'embiJlllllll .Iuutlah A'lggotll13Kn, Blffi 72,872
Ketahanan dan dan BKL Anggota
Kesejahteraan Keluarga

Orientasi dan Pelatihan Teknis Jumlah Laporan Hasil Orientasi

Pengelola Ketahanan dan dan Pelatihan Teknis Peugelola
Ketahanan dan Kesejahteraan 75 Jumlah peserta yang melonjak dikarenakanKesejahteraan Keluarga (BKB. Keluarga (EKE, BKR, BKL, 32 Kelompo adanya stimulus kegiatan berdasarkanBKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PPPKS, PIK-R dan, Kelompok k anggaran DAK BOKEPemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan EkouomiKduargalUPPKS) KeluargaJUPPKS)

Penyediaan Biaya Operasional Jumlah Kader Pengelola dan Jumlah peserta yang meloojak dikarenakan
Bagi Pengelola dan Pelaksana adanya stimulus kegiatan berdasarkan
(Kader) Ketahanan dan Pelaksana (Kader) Ketahanan anggaran DAK BOKEdan Kesejahteraan Keluarga 37.600 136.195Kesejahteraan Keluarga (BKB, (EKB, BKR, BKL, PPPKS, Orang OrangBKR, BKL, PPPKS, PlK-R dan PIK-R dan PemberdayaanPemberdayaan Ekonomi Ekonomi KeluargaJUPPKS)KeluargaJUPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional Jumlah Kelompok Kegiatan Jumlah peserta yang melonjak dikarenakan
Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan adanya stimulus kegiatan berdasarkan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (EKB, BKR, BKL, 10 71 anggaran DAK BOKB
Keluarga (EKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Kelompok kelompokPPPKS, PlK-R dan Pemberdayaan EkonomiPemberdayaan Ekonomi
KeluargaJUPPKS) KeluargaJUPPKS)
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Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan kurang

memuaskan jika dilihat dari capaian kinerja program/kegiatan sampai

11.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Perhitungan ulang sasaran dari indikator programZkegiatan;

b. Pendalaman pemahaman tentang perencanaan programZkegiatan

pada pejabat pelaksana teknis kegiatan;

c. Jejaring lintas sektoral dalam penentuan target sasaran agar saling

bersinergi;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap

pelaksanaan program/kegiatan;

e. Perumusan target kinerja pada masing-masing pejabat pelaksana

teknis kegiatan yang lebih baik lagi.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah

Secara keseluruhan capaian kinerja programZkegiatan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak masih kurang baik, dapat dilihat dari masih

banyaknya programZkegiatan yang capaiannya masih dibawah target

bahkan sarna sekali tidak tercapai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakyang mana

mencerminkan rendahnya pemahaman dan kurang maksimalnya

pelaksanaan prograrrr/kegiatan dengan yang berpedoman pada Renstra

dalam pelaksanaannya dan rendahnya evaluasi dan rencana tindak lanjut

pada pelaksanaan program/kegiatan.

5. Rencana Tindak Lanjut

Dengan melihat implikasi yang terjadi pada capaian kinerja tersebut,

diperlukannya tindak lanjut dari hasil capaian kinerja yang sudah

dilaksanakan. Rencana tindak Ianjut ini bertujuan untuk memperbaiki

hasil capaian pada pelaksariaan programykegiatan sebelurnnya dengan

mengevaluasi, menganalisis dan merumuskan rancangan teknis yang

sesuai dengan kondisi riil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun

rencana tindak lanjut secara umum adalah sebagai berikut :
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SPM/Sta Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Proyeksi

No Indikator ndar IKK Catatan
Nasiona Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis

I 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

Presentase
1 Pelayanan 100 100 100 100 91,85 92 93 94

Admlnistrasl
Perkantoran
dan Pelaporan

Jumlah
dokumen

2 perencanaan 7 7 7 7 7 7 7 7
dan evaluasi
kine~a skpd
yang tersusun

3 Buku RENSTRA 3 3 2 2 3 3 3 3dan RENJA
Tersusunya
laporan capaian

4 kinerja dan 4 4 4 4 4 4 4 4
ikhtisar realisasi
kine~a SKPD
Terlaksananya
Monitoring,

5 Evaluasi dan 1 40 40 40 1 1 1 1pelaporan
Kegiatan Badan/
Dinas
Jumlah
dokumen

6 laporan 3 3 3 3 3 3 3 3
keuangan yang
tersusun
Jumlah Pegawai
ASN yang

7 terbayar Gaji dan 80 80 80 80 78 80 80 80
Tunjangannya
setiap bulan
Tersusunya buku

8 laporan 1 1 1 1 1 1 1 1keuangan akhir
tahun
Tersusunya buku

9 laporan 1 1 1 1 1 1 1 1keuangan
Semesteran
Jumlah
dokumen
terselenggarany

10 a tata kelola 1 1 1 1 0 1 1 1
aset barang
milik
pemerintah
Jumlah dokumen
terselenggaranya

11 tata kelola aset 1 1 1 1 a 1 1 1
barang milik
pemerintah

Tabe12.2

dengan tahun berjalan. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab 11.1

bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan programZkegiatan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak baik permasalahan internal maupun eksternal,

adapun analisis kinerja pelayanan Dinas PengendalianPenduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat

dilihat pada tabel berikut :
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Jumlah
dokumen
terselenggarany

12 a layanan 6 7 7 7 6 6 6 6pelaksanaan
administrasi
umum
kantor
Jumlah alai-alai

13 lislrik yang 11 11 11 11 0 6 6 6
tersedia
Tersedianya

14 peralatan dan
9 9 9 9 6 6 6 6perlengkapan

kantor
Tersedianya

15 kebuluhan 2 2 2 2 2 2 2 2
barang cetakan
Tersedianya

16 bahan bacaan
8 16000 16000 16000 5 16000 16000 16000dan perundang-

undanqan
Tersedianya

17 Aktivilas 20 20 20 20 16 18 20 20Adminilrasi
Per1<antoran
Tersedianya

18 makanan dan 2 2 2 2 2 2 2 2
minuman
Terlaksanya
Rapal-rapal

19 Koordinasi dan 156 156 160 160 95 150 160 160
Konsultasi ke
Luar Daerah
Jumlah pelugas

20 penatausahaan 3 3 3 3 0 3 3 3
arsip dinas
Jumlah jasa
penunjang

21 urusan 4 4 4 4 3 4 4 4administrasi
umum yang
dilaksanakan
Tersedianya

22 Jasa Komunikasi 3 3 3 3 3 3 3 3Sumberdaya Air
dan Listrik
Jumlah barang

23 milik daerah 268 268 268 268 277 279 279 279yang diberikan
pemeliharaan
Tersedianya
STNK, Bahan

24 Bakar Minyak 70 70 70 70 78 78 78 78dan Service
kendaraan dinas
jabatan
Tersedianya
STNK, Bahan

25 Bakar Minyak 161 161 161 161 159 161 161 161dan Service
kendaraan dinas
operasional
Tersedianya

26 gedung kantor 40 40 40 40 40 40 40 40
UPT DPPKBP3A
Persentase
Lembaga I
Kelompok

27 berbasis gender 25 25 25 25 47 25 25 25
yang
mendapatkan
penguatan
Proporsi
perempuan
dalam

28 pekerjaan 11,7 11,9 12,1 12,3 11,46 11,5 12 12,1
upahan di
sector
nonpertanian
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Persentase
29 Partisipasi 35,8 35,9 36,1 36,2 35,7 35,9 36,1 36,2angkatan kerja

perempuan
Jumlah peserta
yang mendapat

30 Sosialisasi dan 133 133 133 133 133 133 133 133BintekiSeminar
Pengarusutama
an Gender
Peserta yang
mendapat

31 Sosialisasi dan 33 133 133 133 133 133 133 133BinteklSeminar
Pengarusutamaa
n Gender
Jumlah anggota

32 organisasi 175 175 175 175 45 175 175 175perempuan
yang terbina
Jumlah anggota

33 organisasi 45 45 45 45 45 45 45 45perempuan yang
tsrbina
Jumlah
perempuan
kategori
umum serta

34 perempuan 160 160 160 160 170 160 160 160
kepala
keluarga yang
mendapatkan
bimbingan
Jumlah
perempuan

35 kepala keluarga 160 300 300 300 170 300 300 300yang
mendapatkan
bimbingan
Persentase

36 perempuan 1,29 1,33 1,37 1,41 0,13 0,8 1 1,1yang mendapat
perlindungan
Jumlah
masyarakat
yang
mendapat

37 pengetahuan 245 245 245 245 145 245 245 245tentang
pencegahan
kekerasan
terhadap
perempuan
jumlah tayang
iklan
masyarakat

38 tentang 92 6 6 6 12 6 6 6
perflndungan
perempuan dan
anak
Jumlah
tayangan
program tv

39 masyarakat 6 6 6 6 6 6 6 6tentang
perlindungan
perempuan dan
anak
Jumlah
masyarakat yang
mendapat
pengetahuan

40 tentang 245 245 245 245 145 245 245 245
pencegahan
kekerasan
terhadap
perempuan
jumlah tayang
iklan masyarakat

41 tentang 92 6 92 92 12 6 92 92perlindungan
perempuan dan
anak
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Jumlah tayangan
program tv
masyarakat

42 tentang 6 6 6 6 6 6 6 6
perlindungan
perempuan dan
anak
Jumlah Karban
yang

43 mendapalkan 70 75 80 80 90 75 80 80
Pelayanan
lerpadu
Jumlah karban
dan anggota

44 gugus tugas 70 75 80 80 90 75 80 80yang terfasilrtasi
pelayanan
terpadu
Meningkatnya
kelahanan
keluarga yang

45 dilandai dengan 0,83 0,82 0,82 0,81 0,78 0,82 0,82 0,81
menurunnya
angka
perceraian
Jumlah
perempuan
yang

46 diberikan 100 100 100 100 100 100 100 100
pembinaan
pemberdayaan
perempuan
Jumlah
Kelampok

47 Perempuan yang 100 100 100 100 100 100 100 100
dibina
(KumulatiQ
Peserta
mendapatkan

48 Pelathan 100 100 100 100 100 100 100 100Keterampilan
Pelaku IR
(KumulaUf)
Jumlah peserta

49 yang diberikan 138 138 138 138 352 138 138 138pelayanan
komprehensif

50 Jumlah peserta 138 138 138 138 352 138 138 138yang terbina
Pelaksanaan

51 pengumpulan 100 100 100 100 100 100 100 100data lerpilah
gender
Tersedianya
buku data

52 terpilah 120 120 120 120 120 120 120 120
gender dan
anak
Buku Data

53 Terpilah StaUstik 120 120 120 120 120 120 120 120Gender dan
Anak
Presentase

54 anakyang 1,94 2,1 2,28 2,4 0,03 2,1 2,28 2,4mendapal
perltndunqan
Jumlah orang
yang
mendapalkan

55 layanan 1425 1425 1425 1425 603 1425 1425 1425
penguatan
kualilas
keluarqa
Jumlah keluarga
yang

56 mendapatkan 50 50 50 50 8 50 50 50
akses parenting
keluarga
jumlah tayangan
iklan layanan

57 masyarakat 7 7 7 7 2 7 7 7
tentang pola
asuh anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdasjaasi 18
Perempuan dan Perlindungan Alltlk Kabupaten Cirebon

-

Rencana Kerja Pemerintan Kabupaten Cirebon Tahun 2024



Dinas Pengendalian. Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdauaatt 19
Perempuan dan Perlindungan Allak Kabuputen Cirebon

Jumlah anggota
lembaga/instansil

58 organisasi yang
100 635 635 635 510 635 635 635berpartisipasi

dalam kabupaten
Layak Anak
Jumlah anggota
lembaga
Penyedia

59 Layanan yang 100 100 100 100 83 100 100 100
mendapatkan
pengembangan
KIE
Jumlah layanan

60 korban 100 100 100 100 100 100 100 100
kekerasan
Jumlah anggota

61 lintas sektoral
250 300 360 360 48 300 360 360yang mendapat

penquatan
Jumlah anggota

62 llntas sektaral 250 300 360 360 48 300 360 360yang mendapat
penguatan
Jumlah layanan

63 korban 40 40 48 58 127 40 48 58kekerasan yang
diberikan
Jumlah layanan

64 karban 40 40 48 58 127 40 48 58
kekerasan
Jumlah anggota
gugus tugas
yang

65 mendapatkan 96 96 115 138 92 96 115 138penguatan,
anggota Iintas
sektoral yang
bersinergi
Jumlah anggota
gugus tugas
yang

66 mendapatkan 96 96 110 110 92 96 110 110penguatan,
anggota lintas
sektoral yang
bersinergi
lersediannya

67 informasi data 100 100 100 100 100 100 100 100
keluarea
Jumlah
pelaksaan
pencatatan

68 dan 12 12 12 12 12 12 12 12
pengumpulan
data
keluarga
Pelaksanaan
Pengumpulan
data primer
tentang data
kependudukan

69 keluarga 100 12 12 12 100 12 12 12
berencana
pembangunan
keluarga dan
data anggota
keluarga
Penlngkatan

70 jumlah akseptor 24,2 24,2 25,2 25,3 25,4 25,97 25,2 25,3 25,4
MKJP

71 Peningkatan 72,8 72,8 75 75,2 75,4 72,77 75 75,2 75,4
CU/PUS
Jumlah

72 pendidikiMoliva 340 340 340 340 0 340 340 340
lorsebaya
Jumlah
kampung KB

73 dasaryang 10 10 10 10 0 10 10 10
mengalami
kenaikan status
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Rentang usia

74 pemikahan 18,20 19,2 20 20,1 20,2 0 20 20,1 20,2pertama pada
perempuan
Jumlah

75 Kecamatan 40 40 40 40 40 40 40 40yang
teradvokasi KIE
Jumlah
Masyarakat yang
mengikuti
Kegiatan

76 Pembinaan 40 40 40 40 40 40 40 40
Kelompok
Keluarga
Paripurna Setiap
Kecamatan
Terlaksananya
Manajemen dan
Media KlE

77 Bantuan 100 6 6 6 100 6 6 6
Operasional
Keluarga
Berencana
Tersediannya
anggaran
opersional

78 keluarga 1 40 40 40 1 40 40 40berencana untuk
kecamatan di
kabupaten
cirebon
Jumlah kader
PPKDB dan Sub

79 PPKDB yang 1 3177 3250 3300 1 3177 3250 3300
mendapat
pembinaan
Tersedianya
anggaran untuk

80 kader PPKBO
1 3177 3250 3300 1 3177 3250 3300dan Sub PPKBO

se Kabupaten
Girebon

81 Jumlah peserta 86802 86900 8700 87100 0 86900 8700 87100KB Baru
Terlaksananya

82 pendistribusian 1 5 5 5 1 5 5 5
alokon

83 Jumlah Peserta 7300 7300 7300 7300 7290 7300 7300 7300KB yang dilayani

Tersedianya
Bangunan

84 Gedung Kantor 4 4 5 5 4 4 5 5
dan Perlatan
Gedunq Kantor
Jumlah Remaja
yang mengikuti
Sosialisasi I

85 Orientasi 400 400 400 400 400 400 400 400Peningkatan
Perlindungan
dan Hak-Hak
Reproduksi
Jumlah Kader

86 yang mengikuti 855 855 855 855 23 855 855 855
Orientasi KHIBA
Jumlah
Kampung KB

87 yang 10 10 10 10 0 10 10 10
diberikan
pembinaan

88 Jumlah Kampung 10 10 10 10 0 10 10 10KB yang dibina

Cakupan
anggota Bina

89 Keluarga 56,98 57,24 57,52 57,88 55,47 57,24 57,52 57,88
(BKB/BKRlBKL)
ber-KB
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a. Rendahnya keikutsertaan ber-KB;

b. Tingkatkesejahteraan keluarga;

c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;

d. Ketahanan Keluarga;

e. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

kesenjangan sosial kependudukan" Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi isu-isu sosial kependudukan

yang ada, diantaranya adalah :

dalam pelaksanaan programZkegiatan. Memiliki misi "menurunkan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa isu-isu penting

11.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Hasil capaian kinerja tersebut diatas terdapat beberapa indikator yang

capaiannya kurang maksimal karena permasalahan-permasalahan yang

sudah dijelaskan pada sub bab ILl, besar harapan untuk kinerja pada

tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik lagidenganmeningkatkan kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Peningkatan jumlah akseptor MKJP

b. Peningkatan CU/PUS

c. Rentangusia pernikahan pertama pada perempuan

Dari hasil capaian tersebut diatas dapat dilihat bahwa hanya ada 3

indikator kinerja yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Kunci

diantaranya adalah :

Jumlah

90 Anggota BKB, 72722 72722 72822 72872 0 72722 72822 72872BKRdan
BKL
Tersedianya

91 Sarana dan 2 2 2 2 2 2 2 2Prasana
Stunting
Jumlah
Masyarakat yang
mengikun

92 Pelatihan 10 10 10 10 0 10 10 10
Pendampingan
untuk kegiatan
bina bina
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Berdasarkan hasil dari telaah diatas, maka pada tahun 2023 Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan

hasil catatan tersebut, adapun reviewperbandingan antara rancangan awal

RKPDdengan Rencana Kerjatahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pada proses penyesuaian ini ditemukan beberapa catatan penting dalam

rencana anggaran 2024, dengan masih tingginya angka kekerasan pada

perempuan dan anak, rendahnya keikutsetaan KB pria, rentang usia

perkawainan pertama yang masih rendah, peningkatan Kabupaten Layak

Anak, menekan angka perceraian dengan memperkuat ketahanan

keluarga, masih tingginya angka kelahiran pada setiap keluarga dan

rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja 2024 tidak lepas dari proses perencanaan

RKPDyang dituangkan di dalam Rencana Strategis 2019-2024. Pada

langkah awal penyusunan Rencana Kerja 2024 Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

PerlindunganAnakmelakukan telaah terhadap RKPDyang sudah di susun

dengan kebutuhan programZkegiatan dengan menyesuaikan pagu

anggaran yang sudah disediakan. Terdapat beberapa kegiatan yang

memang urgensinya sangat tinggi dan rendah, hal tersebut dilakukan

berdasarkan prioritas kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran

2024.

11.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan melihat beberapa isu tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa

isu-isu yang muncul pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnakmerupakan

isu-isu yang harus dituntaskan secara bersama-sama baik dengan lintas

sektoral maupun dengan masyarakat secara langsung.

f. Laju pertumbuhan penduduk;

g. AngkaKelahiran;

h. Partisipasi perempuan dalam pembangunan;

i. Peningkatan status KampungKB.
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No Program/Keg iatan/ Indikator Lokasi BesaranNolume Cata
Sub Kegiatan Kinerja tan

1 2 3 4 5 6
1 Koordinasi dan Jumlah Kec. Sumber Rp 23.258.700,00

Sinkronisasi DokumenHasil Rp 1.800.000,00Pelaksanaan Koordinasidan Kec.Weru
Pendampingan Sinkronisasi Kec. Piered Rp 1.800.000,00
Peningkatan Pelaksanaan Kec. Palimanan Rp 23.258.700,00
Kualitas Hidup Peningkatan

Kec. Klan_g_enan Rp 1.800.000,00Anak Tingkat Kualitas Hidup
Daerah Anak Kec. Arjawinan_g_un Rp 19.800.000,00
Kabupaten/Kota Kewenangan Kec. Gegesik Rp 23.258.700,00

Kabupaten/Kota
Kec. Kaliwedi Rp 16.200.000,00

Kec. Kedawung_ Rp 1.800.000,00

Kec. Kapetakan Rp 1.800.000,00
PIK

Kec. Tengah Tani Rp 1.800.000,00

Kec. Suranenggala Rp 1.800.000,00
Kec. Pabedilan Rp 21.800.000,00
Kec. Sedon_g_ Rp 1.800.000,00

Kec. Gebang Rp 1.800.000,00
Kec. Lemahabang Rp 22.400.000,00
Kec. Pasaleman Rp 9.000.000,00
Kec. Karangwareng Rp 8.091.000,00
Kec. Astanajapura Rp 20.000.000,00
Kec. Mundu Rp 1.800.000,00

Jumlah Rp 205.067.100,00
2 Pengembangan Jumlah Kec. Sumber Rp 56.484.800,00

Komunikasi, Dokumen PIK
Kec. Dukupuntang Rp 20.052.000,00
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L.._

Pada pelaksanaan program Zkegiatan Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

tidak lepas dari peran serta masyarakat. Pada tahun anggaran 2024 Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak mendapatkan usulan program dan kegiatan

masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabe12.4

11.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan Forum Perangkat

Daerah pada tanggal 15 Pebruari 2023, dengan mengundang PD pada

lingkup sosial. Adapun hasil yang diperoleh dari Forum Perangkat Daerah

tersebut adalah bagaimana peran penting koordinasi lintas sektor dalam

rangka mewujudkan visi,misi, target, sasaran, program dan kegiatan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak sehingga apa yang sudah direncakan dapat dicapai

dengan baik.
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Usulan tersebut merupakan hasil dari ajuan langsung dari 31 Kecamatan

dengan menyasar langsung pada Prioritas Daerah No.5. Penanganan

Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan

Jaminan Sosial dan Prioritas Usulan No.3. Pemberdayaan Perempuan dan

Kota LayakAnak.

Informasi dan Komunikasi Kec. Plumbon Rp 20.000.000,00Edukasi (KIE) Informasidan
Pemberdayaan Edukasi (KIE) Kec.Weru Rp 40.384.800,00
Perempuan Pemberdayaan Kec. Plered Rp 20.380.000,00
Kewenangan Perempuan Kec. Palimanan Rp 40.384.800,00Kabupaten/Kota Kewenangan

Kec. Klangenan RpKabupaten/Kota 40.200.000,00
yang Tersedia Kec. Depok Rp 20.100.000,00

Kec. Gempol Rp 20.000.000,00
Kec. Jamblang Rp 20.052.000,00
Kec. Talun Rp 20.000.000,00
Kec. Tengah Tani Rp 20.000.000,00
Kec. Losari Rp 10.000.000,00
Kec. Sedong Rp 20.332.000,00
Kec. Gebang Rp 20.000.000,00
Kec.Waled Rp 20.000.000,00
Kec. Susukan Lebak Rp 20.332.800,00
Kec. Beber Rp 20.332.800,00
Kec. Greged Rp 20.000.000,00

Jumlah Rp 469.036.000,00
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a) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan

integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter

di keluarga melalui strategi:

1) Penguatan pemahaman 8 (de1apan)Iungsi keluarga.

Arah kebijakan dan strategi BKKBNsecara umum mengacu pada arah

kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN2020-2024,

terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program

Prioritas (PP)dan Kegiatan Prioritas (KP)yang menjadi arahan Presiden RI

sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode

2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBNadalah sebagai

berikut:

a. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

b. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari

kekerasan dan TPPO;

c. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem

Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan

karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya;

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMNtahun 2020-

2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki

perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih

adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun

perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam

RPJMNtahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan namanya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cirebon memiliki 2 (dua) urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan dan Anak. Masing­

masing urusan didasari oleh rencana atau kebijakan pada kementrian

masing masing.

111.1Telaah Kebijakan Nasional

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
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4) Peningkatan KBPria.

5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi

berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak

2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.Rencana Strategis

BKKBN2020-2024

3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKRdi wilayah dan sasaran

khusus.

1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringanjjejaring yang melayani

KBKR.

c) meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang

komprehensifberbasis kewilayahandan fokus pada segmentasi sasaran

melalui strategi:

1) PengembanganGrand DesignPembangunan Kependudukan (GDPK).

2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian

penduduk.

3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.

4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan datajinformasi

kependudukan.

b) menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian

penduduk melalui strategi:

2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta

pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.

3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan

kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja.

4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran

khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta

MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di

wilayahKampungKB.

5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.

6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia

tangguh dan pendampingan perawatanjangka panjang bagi lansia.

7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
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d) Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk

melakukan usaha ekonomiproduktif

masyarakat berpenghasilan rendah

pengembangan usaha di rumah untuk meningkatkan mentalitas

melaluikeluargapemberdayaanprogram1. Meningkatkan

Denganmelihat kebijakan nasional diatas, Dinas Pengendalian Penduduk,

Ke1uargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon telah menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai

berikut:

a) Peningkatan Kapasitas perempuan dalam kehidupan politik sosial dan

budaya

1. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan,

ekonomidan politik

b) Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan

keterampilan dan bantuan alat

1. Peningkatan Pendapatan Perempuan

c) Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan

mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah

memperkuat pengelolaan ProgramBanggaKencana.

untukProgramTechnology/ SmartSmart2) Pengembangan

1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data Zinformasi Program

Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan

Wilayah.

e) memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan

strategi:

1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana

sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.

2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKBdan pemberdayaan

masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/SubPPKBD.

d) meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana

sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang

dapat diwujudkan melalui strategi:

diinginkan (KTD)dan peningkatan pelayanan KBPasca Persalinan

(KBPP).

6) Peningkatan kemandirian PUSdalamber-KB.
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berpenghasilan rendah untuk me1akukan usaha ekonomi produktif

e) Meningkatkan kualitas ke1uarga, kesetaraan gender dan perlindungan

anak

1. Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak untuk

ke1uarga yang berlrualitas

2. Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksp1oitasi, pene1antaran,

dan perlakuan salah lainnya

3. Efektivitas ke1embagaan perlindungan anak

f) Me1akukanpendampingan teknis da1ampenyusunan program/kegiatan

dan anggaran yang responsif gender melalui perencanaan dan

penganggaran yang responsif gender

1. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

g) Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data

terpi1ah gender

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

(PPRG)di Dinas DPPKBP3A

h) Memperbanyak kampung KB

1. Meningkatkan 8 (delapan ) fungsi ke1uarga

i) Me1aksanakan Pendataan Ke1uarga, Pencatatan dan Pelaporan

Kependudukan

1. Mensinergikan program lintas sektoral

j) Meningkatkan kegiatan TRIBINAdan UPPKS

1. Menghasilkan update data ke1uarga

k) Mensosialisasikan sekolah berwawasan Kependudukan

1. Menciptakan penduduk tumbuh seimbang

1) Mengadakan kajian Kependudukan

1. Tersusunnya buku kajian kependudukan

m)Memantapkan peserta KBaktif diatas 60%

1. Meningkatkan kegiatan KIE

2. Meningkatkan peserta KBMKJP

3. Meningkatkan peserta KBPria

4. Menekan Peserta KBIstirahat

n) Meningkatkan Rata-rata Usia Perkawinan pertama diatas 20 tahun

1. Meningkatkan Program PUP

2. Menurunkan PUS <20 tahun

3. Menin katkan Pro ram KB-KRke ia

masyarakatpartisipasidankeberdayaan1. Meningkatkan
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Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran 2024 pada tabel 3.1 terlampir.

Sasaran:

1. Meningkatnyakualitas keluarga

2. Terlindunginyakelompokrentan

3. MengendalikanLaju pertumbuhan penduduk

4. Meningkatnyapelayanan

Tujuan:
1. MengendalikanKesenjangan Sosial Kependudukan

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cirebon merumuskan tujuan dan sasaran dalam rangka upaya

mewujudkan Visidan MisiKepalaDaerah tersebut dengan rincian sebagai

berikut:

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Cirebon dalam perumusan

program dan kegiatan mengacu pada visi dan misi kepala daerah tahun

periode2019-2024 yaitu Visi"Mewujudkanmasyarakat Kabupaten Cirebon

yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman" dan "Misi

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan,

kesehatan dan ekonomi".

111.3Program Dan Kegiatan

1. Meningkatnyakualitas keluarga

2. Terlindunginyakelompokrentan

3. MengendalikanLaju pertumbuhan penduduk

4. Meningkatnyapelayanan

Tujuan:
1. MengendalikanKesenjangan SosialKependudukan

Sasaran:

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah menetapkan

tujuan dan sasaran RenjaTahun 2024 sebagai berikut :

111.2Tujuan dan Sasaran Renja
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Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya,

maka sebagai pendukung disusun pula program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

b. Program dan Kegiatan

Tujuan Sasaran Indikator Rumus Satuan Target

Ketahanan Jumlah
Mengendalikan keluarga yang keluarga Pra-
kesenjangan ditandai dengan KSdan KS-1
sosial Cakupan / Jumlah KK Persen 47,32

kependudukan keluarga Pra KS
dan KS1
meningkatnya
cakupan KS-1 + KS-2

Meningkatnya keluarga / Jumlah KK Persen 87,54
keluarga sejahtera
sejahtera (KS1+KS2)

Cakupan Pra-KS /
keluarga Pra KS Jumlah KK Persen 7,28

Jumlah
perepuan
dan anak
yang
mendapatkan
perlindungan

Terlindunginya Rasio Perempuan (Penguatan) /
kelompok dan anak yang jumlah Persen 0,335
Rentan terlindungi perempuan

dan anak
*100

Mengendalikan
laju Angka TFR Point 2,20pertumbuhan
penduduk
Meningkatnya Survey Kepuasan
pelayanan Masyarakat Point 90

Dalam rangka menyukseskan visi dan misi kepala daerah, Dinas

Pengendalian Penduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak telah merumuskan tujuan dan sasaran perangkat

daerah sebagai berikut :

IV.l Target Kinerja

a. Tujuan & Sasaran

BABIV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
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Kode UrusanlBidang Urusan Pemerintah l.ndikator Kinerja Program Target
Daerah dan ProgramlKegiatan (Outcome) IKegiatan (Output) Capaian Kebutuhan Dana I

Kinerja Pagu lndikatif

(1) (2) (3) (5) (6)

0 NONURUSAN 20.575.125.100,00

0.00. NON BlDANG URUSAN 20.575.125.100,00

PIWGR<\M PENUNJANG Persentase Pelayanan Administrasi0.00.01. URUSAN PEMERlNTAHAN 100Pmen 18.188.905.100,00
DAERAll KABUPATEN/KOTA Perkantoran dan Pelaporan

Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah dokumen perencanaan dan
0.00.01.2.01. Evaluasi Kinerja Pcrangkat evaluasi kinerja skpd yang 700kumen 99.113.000,00

Daerah tersusun

0.00.01.2.01.0 Penyusunan Ookumen Perencanaan Jumlah Ookumen Perencanaan

001. Perangkat Oaerah Perangkat 300kumen 33.538.500,00
Daerab
Jumlah Laporan Capaian Kinerja

Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00,01.2.0 1,0 Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Laporan Hasil Koordinasi 4 Laporan 15,924.100,00006, Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikbtisar Realisasi
Kinerja SKPD

0.00.01.2.01.0 Evaluasi Kinerja Perangkat Oaerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 40 Laporan 49.650.400,00007. Perangkat Daerah

0.00.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Jurnlah dokumen laporan keuangan 30ob'Ull1en 18.808.611.200,00Daerah yang lersusun

0.00.01.2.02.0 Jumlah Orang yang Menerima Gaji 80
001. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dffil Orang/bulan 18,789.000.000,00

Tunian~ASN
Jumlah Laporan Keuangan Akbir

0,00.01.2.02.0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil I Laporan 10.010.700,00005. Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan l.aporan
Keuangan Akbir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
0.00.01.2.02.0 Laporan Koordinasi l'enyusunan
007. Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan Keuangan 1 Laporan 9.600.500,00

Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Adruiuistrasi Barana Milik Daerab Jumlah dokumen lerselenggaranya
0.00.01.2.03. tata kelola aset barang milik 1 Dokumen 34.000.000,00pada Perangkat Daerah pemerintah

0.00.01.2.03.0 Pengamanan Barang Milik Oaerah Jurnlah Dokumen Pengamanan
Barang I Dokurnen 34.000.000,00002. SKPD Milik Daerah SKPD

Adruinistrasi Umum Perangkat Jumlah dokumen terselenggaranya
0.00.01.2.06. layanan pelaksanaaa administrasi 7 dokumen 500.457.800,00Daerab umum kantor

0.00.01.2.06.0 Penyediaan Komponen lnstalasi Jurnlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor II Paket 9.071.000,00001. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

0,00.01.2.06.0 Peuyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan 9 Paket 61.820.000,00002. Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan

0.00.01.2.06.0 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket 27.544.000,00005. Penggandaan Penggandaan yang Disediakan

0.00.01,2.06.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 16.000dan Peraturan Perundang-Undangan 79.000.000.00006. Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Dokumen

0.00.01.2.06.0 Penyediaan BahanlMaterial Jumlah Paket Bahan/Material yang 20 Pakel 137.245.600,00007. Disediakan

0.00.01.2.06.0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 2 Laporan 15.900.000,00OOR. Kunjungan Tamu

0.00.01.2.06.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan

009. drul Rapat 160Laporan 60.120.300,00
KonsuJtasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

0.00.01.2,06.0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip 3 Dokurnen 109.756.900,00010. SKPD Dinamis pada SKPD

rengaclaan Barang Milik Dserah Jumlah peralatan dan perlengkapan0.00.01.2.07. Penunjang Urusan Pemerintab gedung kantor 6 Jenis 13.879.000,00
Daerah
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0.00.01.2.07.0 Pengadaan Mebel JumJah Paket Mebel yang
005. Disediakan 4 Unit 13.879.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan JurnJahjasa penunjang urusan
0.00.01.2.08. Pemerintahan Daerah administrasi umum yang 4 jenis 311.142.400,00

dilaksanakan

0.00.01.2.08.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

002. Daya Air dan Listrik Kornunikasi, Sumber Daya Air dan 3 Laporan 124.783.500,00
Listrik yang Disediakan

0.00.01.2.08.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

004. Kantor Pelayanan Umum Kantor yang ILaporan 186.358.900,00
Disediakan

Pemeliharaao Barang M.ilik Daerab Jumlah barang milik daerah yang0.00.01.2.09. Penunjang Urusan Pemerintaban 268 unit 807.921.700,00
Daerab diberikan pemeliharaan

Penyediaan Jasa Pemelibaraan. Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas0.00.01.2.09.0 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
001. Perorangan Dinas atau Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 70 Unit 522.044.200,00

Dinas Jabatao Dipelihara dan dibayarkan Pajakoya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
0.00.01.2.09.0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan yang l61 Unit 34.977.500.00002. Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak

Lapangan dan l'erizinannya

Jumlah Gedung Kantor dan
0.00.01.2.09.0 Pemeliharaao/Rehabilitasi Gedung Bangunan 40 Unit 250.900.000.00009. Kantor dan Bangunan Lainnya Lainoya yang

Dipelihara/Direhabilitasi
URUSA.NPEMERlNTAIIAN

2 WAJID YANG TIDAK 54.400.081.272,00BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERll''TAHAN

2.08. HIDANG PEMBERDA YAAN 14.429.346.384,00PEREMPUAN DAN
PERLIN DUNGAN ANAK
PROGRAM. Persentase Lembaga / KelornpokPENGARUSUTAMAAN GENDER2.08.02. DAN PEMBERDA YAAN berbasis gender yang mendapatkan 25 Persen 195.995.700,00

PEREM:PUAN penguatan

Proporsi perempuan dalam
pekerjaan upahan di sector 12.3 Persen 609.105.900.00
nonpertanian
Persentase Partisipasi angkatan kerja 36,2 Persen 535.970.800.00perempuan

Pelembagaao Peugarusutamaan Jumlah peserta yang mendapat
2.08.02.2.01. Gender (pUG) pada Lemhaga Sosialisasi dan Bintek/Seminar 133Orang 185.995.700,00Pemerintab Kewenangan Pengarusutamaan GenderKabupatenIKota

JurnJahPeraogkat Daerah yang
Mengikuti Sosialisasi Kebijakan

2.08.02.2.01.0 SosiaJisasi Kebijakan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender 133

004. PUG 'I'ermasuk PPKG (PUG) Termasuk Perencaan Perangkat 185.995.700,00
Pembangunan R.esponsifGender Daerah
(PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan .Perempuan Bidang
Politik, Hukum, SosiaJ, dan JurnJahanggota organisasi2.08.02.2.02. Ekonomi pada Orgsnisasi perempuan yang terbina 175orang 535.970.800,00
Kemasyarakatan Kewenangan
KabupatenIKota

Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi

2.08.02.2.02.0 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Peningkatan Partisipasi Perernpuan

001. Perempuan di Bidang Politik, Hukum, di Bidang Politik, Hukum, SosiaJ 45Dokumeo 385.970.800,00
SosiaJdan Ekonomi dan Ekonomi Kewenangan

Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi Masyarakat yang

Advokasi Kebijakan dan Mendapat Advokasi dan

2.08.02.2.02.0 Pendampingan Peningkatan Pendampingan Kebijakan 130Peuingkatan Partisipasi Perernpuan 150.000.000,00002. Partisipasi Perempuan dan Politik, di Bidang Politik, Hokum, Sosial Organisasi
Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Ekonomi Kewenangan

Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Jumlah perempuan kategori umum
2.08.02.2.03. Lembaga Peoyedia Layanan serta perempuan kepala keluarga 160Orang 619.105.900,00Pemberdayaan Perempuan yaog mendapatkan bimbingaoKewenangan KabupatenIKota
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Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah sumber Daya Lembaga
2.08.02.2.03.0 Lembaga Penyedia Layanan Penyedia Layanan Pemberdayaan
002. Pemberdayaan Perempuan Perempuan Kewenangan 10Orang 10.000.000,00

Kewenangan KabupatenlKota KabupatenIKota yang Mendapat
Peningkatan Kapasitas

Pengembangan Komunikasi, Jumlab Dokumen Komunikasi
2.08.02.2.03.0 Informasi dan Edukasi (KIE) Informasi dan Edukasi (KIE) 300
003. Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan Dokumen 609.105.900.00

Kewenangan KabupatenIKota Kewenangan KabupatenlKota yang
Tersedia

2.08.03. PROGR-\M PERLINDUNGAN Persentase perempuan yang 1,41 Persen 362.499.900,00PEREMPUA.I\' rnendapat perlindungan

Pencegaban Kekerasao terbadap Jumlah masyarakat yang rnendapat
2.08.03.2.01. Perempuan Lingkup Daerah pengetahuau tentang pencegaban 245 orang 237.757.800,00

KabupateolKota kekerasan terhadap perempuan

jurnlah tayang iklan masyarakat
tentang perlindungan perempuan dan 6 Tayangan
anak
Jumlah tayangan program tv
masyarakat tentang perlindungan 6 Tayangan
perempuan dan anak

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlab Dokumen Hasil Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
2.08.03.2.01.0 Kebijakan. Program dan Kegiatan 245
001. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pencegahan Kekerasan Terhadap Dokumen 137.757.800,00

Terhadap Perempuan Lingkup Daerab
Kabupaten/Kota Perempuan Kewenangao

KabupatenlKota

Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daeruh yang

2.08.03.2.01.0 Pendampingan Layanan Perlindungan Mendapat Advokasi dan 245

002. Perempuan Kewenangan Pendampingan Layanan Perangkat 100.000.000,00
Perlindungan Perempuan DaerahKabupaten/Kota Kewenangan KabupatenIKota

Penyediaao Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban Jurnlah Korban yang mendapatkan2.08.03.2.02. Kekerasan yang Memerlukan 90 Persen 124.742.100,00
Koordinas! Kewenangan Pelayanan terpadu

KabupatenlKota

Penyediaan Layanan Pengaduan Jumlab Perempuan Karban
2.08.03.2.02.0 Masyarakat bagi Perernpuan Korban Kekerasan Tingkat KabupatenIKota 90 Orang 124.742.100.00001. Kekerasan Kewenangan yang Mendapatkan Layanan

KabupatenIKota Pengaduan

PROGRAM PENINGKA TAN Meningkatnya ketahanan keluarga
2.08.04. KUALITAS KELUARCA yang ditandai dengan menurunnya 0,81 Persen 6.924.856.340,00

angka perceraian

Peniogkatan Kualitas Keluarga Jumlah perempuan yang diberikan
2.08.04.2.01. dalam Mcwujudkan Kesetaraan pembinaan pemberdayaan 100orang 6.778.631.740,00Gender (KG) dan Hak Anak

tingkat Daerah KabupatenlKota perempuan

Jumlah Perangkat Daerah yang
Advokasi Kebijakan dan mendapat Advokasi dan

2.08.04.2.01.0 Pendampingan untuk Mewujudkan Pendampingan Keluarga untuk 4 Perangkat 150.12g.640,OO001. KG dan Perlindungan Anak Mewujudkan Kesetaraan Gender Daerah
Kewenangan Kabupaten/Kota (KG) dan Perlindungan Anak

Kewenangan KabupatenfKota
Jumlah Dokumen Hasil

2.08.04.2.01.0 Pengembangan Kegiatan Masyarakat Pengembangan Kegiatan Masyarakat 10000 untuk Peningkatan Kualitas Keluarga untuk Peningkatan Kualitas Dokumen 6.628.503.100,00
3. Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Keluarga

2.08.04.2.03. dalam Mewujudkan KG dan Hak Jumlah peserta yang diberikan 138orang 146.224.600,00Anak yang Wilayab Kerjanya pelayanan komprehensif
dalam Daerah KabupateolKota

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Jumlah Layanan Komprehensifbagi

Komprehensif bagi Keluarga dalam Keluarga dalam Mewujudkan
2.08 04.2.03.0 Mewujudkan KG dan Perlindungan Kesetaraan Gender (KG) dan 138Layanan 146.224.600,00001. Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Perlindungan Anak yang Wilayah

Daerah KabupatenIKota Kcrjanya Lingkup Dacrah
KabupatenlKota yang Tersedia

PROGRAMPENGELOLAAN Pelaksanaan pengumpulan data2.08.05. SISTEM DATA GENDER DAN 100Persen 166.998.000,00
ANAK terpilab gender

Pengumpulan, Pengolahan Aoalisis

2.08.05.2.01. dan Penyajian Data Gender dan tersedianya buku data terpilah 120 Buku 166.998.000,00Anal, Dalam KeJembagaan Data di gender dan anak
Tingkat Daerah Kabupatenlkota
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2.08.05.2.01.0 Penyediaan Data Gender dan Anak Jumlah Dokumen Data Gender dan J20
001. di Anak Dokumen 166.998.000,00

Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia

2.08.06. PROGRAM PEMENUHAN OAK Presentase anak yang mendapat 2,4 Persen 5.700.396.700.00ANAK(PHA) perlindungan

Penguatan dao Pengembangan

2.08.06.2.02. Lembaga Penyedia Layanan Jumlah orang yang mendapatkan 1.425 Orang 5.700.396.700,00Peningkatan Kualitas Hidup Anak layanan penguatan kualitas keluarga
Kewenaogan Kabupatcn/Kota

Penyediaan Layanan Peningkatan Jumlab Anak yang Mendapatkan
2.08.06.2.02.0 Kualitas Hidup ADakKewenangan Layanan Pcningkatan Kualitas 50 Orang 5.264.743.700,00001. Hidup ADakKewenanganKabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jurnlah Dokumen Hasil Koordinasi
2.08.06.2.02.0 Pelaksanaan Pendampingan dan Sinkrooisasi Pelaksanaan 635 431.620.000,00002. Peningkatan Kualitas Hidup Anak Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dokumen

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengernbangan Kornunikasi, Jumlab Dokumen Komuoikasi

Informasi dan Edukasi Pemenuhan Informasi dan Edukasi (KIE)
2.08.06.2.02.0 Hak ADakbagi Lernbaga Penyedia Peruenuhan Hak Anak bag; Lembaga 100 4.033.000,00003. Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Peoyedia Layanan Peningkatan Dokumen

ADak Tingkat Daerah Kabupaten!Kota Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.07. PROG~fPERLTIXDUNGAN Jumlah layanan korban kekerasan lOOPersen 1.078.599.744,00KHUSUSANAK

Pencegahan Kekerasan Terhadap Iumlah anggota lintas sektoral yang2.08.01.2.01. Anak yang Mclibatkan para Pibak mendapat penguatan 360 orang 93.398.400,00
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan kerja sama lintas
perangkat daerah untuk rnewujudkan

2.08.07.2.01.0 kabupaten/kota layak Anak, Jumlah kegiatan peocegahan KIA 360 93.398.400,00003. kecamatan layak Anak, terpadu Kegiatan
desa/kelurahan layak Anak, dan
DRPPA
Penyediaan Layanan bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Jumlah layanan korbau kekerasan2.08.07.2.02. Khusus yang Memerlukan yang diberikao 58 layanan 709.785.600,00
Koordinasi Tingkat Daerah
KabupatenlKota

2.08.07.2.02.0 Koordinasi Pelaksanaan Layanan JU01lahAMPK yang meodapatkan 58 Orang 709.785.600.00006. AMPK layauan

Peoguatan dan Pengcmbangan
Lembaga Penyedia Layanan bagi Jumlab anggota gugus tugas yang

2.08.07.2.03. Anak yang Mcmerlukao rnendapatkan penguatan, anggota 138 orang 275.415.744,00
Perlioduogan Khusus Tingkat lintas sektoral yang bersinergi
Daerah KabupatcnlKota

2.08.Q7.2.03.0 Penguatao jejaring antar Iembaga Jumlah kegiatan kerjasama aotar 132
005. penyedia layanan perlindungau bag; lembaga penyedia layanan AMPK Kcgiatan 138.000.000,00

A.MPKtingkat daerah kabupaten/kota

Peoingkatao kapasitas SDM lembaga JU01lahSDM Penyedia Layanan
2.08.07.2.03.0 penyedia layanan perlindungan dan yaog terlatih dan meodapatkan 132 Orang 137.415.744,00
006. penanganan bagi AMPK tiogknt sertifikat Perliudungan dan

daerah kabupatenl Penanganan AMPK

URUSAN PEMERlNTAHAN

2.14. BIDANG PENGENDAUAN 39.970.734.888,00PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

2.14.02. PROGRAM PENGENDALlAN tersediannya informasi data keluarga 100 persen 1.332.076.631,00
l'ENDUDUK

Pemaduan dan Sinkronisasi
Kcbijakan Pemerintah Daerah

2.14.02.2.01. Provinsi Deogan Pemcrintah Jumlah dokumen GDPK yang 1Dokumen 342.780.480,00Daerab KabupatenIKota Dalam tersusun
Rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk

Penyusunan dan Pemanfaatan Graod Jumlah Dokurnen Penyusunan dan
2.14.02.2.01.0 Design Pembangunan Kependudukan Pemanfaatan Grand Design 1Dokumen 225.000.000,00
002. (GDPK) Tingkat Kabupaten!Kota PernbangunanKependudukan

(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
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Jwnlah Laporan Rapat Pengeudalian
2.14.02.2.01.0 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 350
023. Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kegiatan 117.780.480,00

Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Jumlah pelaksaan peocatatan dan2.14.02.2.02. Penduduk Cakupan Daerab pengumpuLandata keLuarga L2bulan 989.296.151,00
Kabupateo/Kota

2.14.02.2.02.0 Pernbinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Pembinaan dan

009. Penyelenggaraan Sistem lnformasi Pengawasan Penyelenggaraan 40 Laporan 151.910.358.00
Keluarga Sistem Informasi Keluarga

2.14.02.2.02.0 Penyediaan Data dan fnfonnasi JurnlahData dan Infonnasi 11.778
all. Keluarga KeJuarga yang Dokumen 58.301.793,00

Tersedianya

2.14.02.2.02.0 Peneatatan dan Pengumpulan Data Jumlah Laporan Pencatatan dan 12Laporan 707.210.000.00012. Keiuarga Pengnmpulan Data Keluarga

2.14.02.2.02.0 Pengolahan dan Pelaporan Data Jumlah Dokumen Pengolahan dan

013. Pengendalian Lapangan dan l'elaporan Data Pengendalian 32 Dokumen 71.874.000,00
Pelayanan KB Lapangan dan Pelayaoan KB

2.14.03. PROGRAM PEMBINAAN Peningkatanjumlah akseptor MKJP 25,4 Persen 981.395.440,00KELUARGA BERENCANA (KB)

Peningkatan CUIPUS 75,4 Persen 16.624.259.118,00

Jurnlah pendidiklMotivator sebaya 340 Orang 58.723.960,00

Jumlah kampung KB dasar yang 10Kampung 4.499.112.860.00mengalami kenaikan status KB

Rentang usia pernikahan pertama 20,2 Tahun 727.487.579.00pada perempuan
Pclaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Jumlah Kecamatan yang teradvokasi 402.14.03.2.01. Edukasi (KIE) Pengendalian KlE Kecamatan 14.638.228.240,00
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan
Budava Lokal

2.14.03.2.01.0 Pengendalian Program KKBPK Jurnlah Laporan Hasil Pengendalian 69 Laporan 47.589.300,00008. Program KKBPK
Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan

2.14.03.2.01.0 Penyediaao dan Distribusi Sarana Pendistribusian KIE Program
Bangga Kencana (pembangunan 6Ulli( 1.400.000.000,00009. KIE Program Bangga Kencana Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan

Pengelolaan Operasional dan Sarana Operasional dan Sarana di Balai
2.14.03.2.01.0 di Penyuluhan Bangga Kencaua 40 Laporan 12.637.064.956,00010. Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangnnan Keluarga,

Kependudukan..dan Keluarga
Berencana)
Jumlah Laporan Mekanisme

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Operasional Program Bangga
Program Bangga Kencana rnelalui Kencana (Pembangunan Keluarga,

2.J 4.03.2.01.0 Rapat Koordinasi Kecarnatan Kependudukan, dan Keluarga 210 Laporan 29.970.500,00
011. (Rakoream), Rapat Koordinasi Desa Berencana) Melalui Rapat

(Rakordes), dan Mini Lokakarya Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),
(Minilok) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),

dan Mini Lokakarya (Minilok)
Jumlah DokumenPromosi dan KIE

Prornosi dan KlE Program Bangga Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,2.14.03.2.01.0 Kencana Melalui Media Massa Cetak Kepcndudukan, dan Keluarga 73 Dokumcn 282.783.360.00

012. dan Elektronik serta Media Luar
Ruang Berencana) Melalui Media Massa

Cetak dan Elektronik serta Media
Luar Ruang
Jumlah Komunikasi, Infonnasi dan

Komunikasi, lnfonnasi dan Ednkasi Edukasi (KIE) Program Bangga
2.14.03.2.01.0 (KJE) Program Bangga Kencana Kencana (Pembangunan Keluarga, 69 Dokumen 29.952.824,00013. Kependudukan, dan Keluargasesuai Kearifan Budaya Lokal Berencana) sesuai Kearifan Budaya

Lokal yang dilaksanakan
Jumlah Organisasi yang

Advokasi Program Bangga kencana Mendapatkan Advokasi Program
2.14.03.2.01.0 oleb.pokja advokasi kepada Bangga Kencana (pembangunan 40 210.867.300,00014. Keluarga, Kependudukan, dan OrganisasiStakeholders dan Mitra Kerja Keluarga Berencana) kepada

Stakeholders dan Mitra Keria
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Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Jumlah kader PPKDB dan Sub2.14.03.2.02. KBI Petugas Lapangan KB I'PKDB yang mendapat pembinaan 3.300 Orang 3.396.550.000,00
(PKBIPLKB)

2.J4.03.2.02.0 Penggerakan Kader Institusi Jurnlah Kader yang Mengikuti

004. Masyarakat Pedesaan (IMP) Penggerakan Kader Institusi 3.300 Orang 2.500.000.000,00
Masyarakat Pedesaan (IMP)
Jumlah Organisasi yang Mengikuti

Pembinaan IMP dan Program Bangga Pembinaan IMP dan Program
2.14.03.2.02.0 Bangga Kencana (pembangunan 424
005. Kencana di Lini Lapangan oleb Keluarga, Kependudukan, dan Organisasi 830.000.000.00

PKBIPLKB Keluarga Bcrencana) di Lini
Lapangan oleh PKBIPLKB
Jumlah Laporan Hasil Pengnatan

FasiJitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pelaksanaan Penyuluhan,

Penggerakan, Pelayanan dan Penggerakan, Pelayanan dan

2.14.03.2.02.0 Pengembangan Program Bangga Pengembangan Program Bangga

006. Kencana untuk Petugas Keluarga Kencana (pembangunan KeJuarga, 45 Laporan 66.550.000.00

Berencana/PenyuJub Lapangan Kependudukan, dan Keluarga

Keluarga Berencana (PKBIPLKB) Berencana) untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

l'engendalian dan Pendistribusian
Kebutuban Alat dan Obat

2.14.03.2.03. Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Jurnlah peserta KB Baru 87.l00 orang 4.774.231.157,00
Pelayanan KB Di Daerah
KabupatenIKota

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Jumlah Laporan Pengendalian
Pendistribusian Ala; dan Obat

2.14.03.2.03.0 Obat Kontrasepsi dan Sarana Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
001. Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan KB ke Fasilitas 5 Laporan 5.000.000,00

Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya Kesehatan Termasuk Jaringan

dan Jeiaringnva

2.l4.03.2.03.0 Peningkatan Kesertaan Pengguuaan Jumlah Orang yang Mengikuti

003. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Kesertaan Penggunaan Metode 7.300 Orang 84.845.440,00
(MKJP) Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

2.14.03.2.03.0 Penyediaan Sarana Penunjang Jumlah Unit Sarana Peuunjang

006. Pelayanan KB Pelayanan 5 Unit 4.206.276.000,00
KB

Pembinaan Pelayanan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

2.14.03.2.03.0 Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pelayanan Keluarga Berencana dan

008. di Fasilitas Kesehatan Termasuk Kesehatan Reproduksi di Fasilitas 400 Laporan J 69.229.995,00

Jaringan dan Jejaringnya Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

Jumlah Tenaga Pelayanan yang

2.14.03.2.03.0 Peningkatan Kompetensi Tenaga Meugikuti Peningkatan Kompetensi

010. Pelayanan Keluarga Berencana dan Tenaga Pelayanan Keluarga 400 Orang 167.961.600,00
Kesehatan Reproduksi Berencana dan Kesehatan

Reproduksi

2.14.03.2.03.0 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat 100 Orang 58.723.960,00013. Peningkatan Kesetaraan KB Pria

2.14.03.2.03.0 Promosi dan Konseling KB Pasca 1umlah orang yang mengikuti

016. Persal inan Promosi dan 855 Orang 82.194.162,00
Konseling KB Pasea Persalinan

Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran Serta Organisasi

2.14.03.2.04. Kemasyarakatan Tingkat Daerab Jurnlah Kampung KB yang 10 Kampung 81.969.560.00KabupatenIKota Dalam diberikan pembinaan KB
Pelsksanaao Pclayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah Kampung Keluarga
Berkualitas yang mengikuti

2.14.03.2.04.0 Pelaksanaan dan Pengelolaan Pelaksanaan dan Pengelolaan

006. Program Baugga Kencana di Program Bangga Kencana 10 Kampung 81.969.560.00
Kampung Keluarga Berkualitas (pembangunan Keluarga,

Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)

PROGRAM PEMBERDAY AAN Presentase anggota bina keluarga2.14.04. DAN PENINGKA TAN 57,88 Persen 15.747.679.300,00
KELUARGA SEJAHTERA (KS) yang ber-KB

Pelaksanaan Pembangunan

2.14.04.2.01. Keluarga Melalui Pembinaan Jumlah Anggota BKB, BKR dan 72.872 15.747.679.300,00Ketahanan dan Kesejabteraan BKL Anggota
Keluarga
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintab Indikator Kinerja Program (Outcome) I Target
Kode Daerab dan ProgramiKegiatan Kcgiatan (Output) Capaian

Kiocria
URUSAN PEMERlNTAHAN BIDANG

2.08. PEMBERDAYAAN PEru:MPUAN
DANPERLrnDUNGANANAJK

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Persentase Lembaga I Kelompok berbasis2.08.02. GENDER DAN PEMBERDA YAAN 25 Persen
PEREMPUAN gender yang mendapatkan penguatan

Proporsi perempuan dalam pekeriaan upahan 12,3 Persendi sector nonpertanian

Persentase Partisipasi angkatao kerja 36,2 Persenperempuan

Pelembagaao Pengarusutamaan Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi
2.08.02.2.01. Gender (pUG) pada Lembaga dan BinteklSerninar Pengarusutamaan 133OrangPemeriotab Keweoaogao GenderKabupateo!Kota

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentu terdapat skala prioritas

didalamnya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri telah

menentukan programprioritas yang bertujuan untuk mendukung capaian

visi dan misi kepala daerah, dengan rincian sebagai berikut :

c. Program dan Kegiatan Prioritas

Peugadaan Sarana Kelompok Jumlah Unit Sarana Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan

2.14.04.2.01.0 Kesejahteraan Keluarga (BKR BKR, Kesejahteraan Keluarga (BKE,
018. BKL, PPKS, PIK·R dan Usaha BKR, BKL, PPKS, PIK·R dan 2Uoi! 2.750.000.000,00

Peningkatan Peodapatan Keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan

Akseptor (upPKA) Keluarga Akseptor (UPI'KA) yang
tersedia

Orientasi dan Pelatihan Teknis JumJahLaporan Hasil Orientasi dan
Pengelola Ketahanan dan Pclatihan Teknis Pengelola

2.14.04.2.01.0 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Ketahanan dan Kesejahteraan 32 Laporan 47.010.700,00021. BKL, PPKS, PIK·R dan Usaha Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,
Peningkatan Pendapatan Keluarga PlK·R dan Pemberdayaan Ekooomi
Akseptor (UPI'KA) KelliargalUPPKA)

Penyediaan Biaya Operasional bagi Jurnlah Kader Peogelola dan
Pengelola dan Pelaksana (Kader) Pelaksana (Kader) Ketahanan dan

2.14.04.2.01.0 Ketahanan dan Kesejaheraan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 45.496
024. Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS. BKR, BKL, PPKS, PIK·R dan Orang 12.573.715.000,00

PIK·R dan Usaha Peningkatan Usaha Peoingkatan Pendapalan
Pendapatan Keluarga Akseptor Keluarga Akseptor (UPPKA) yang
(lJPPKA) rnendapat biaya operasional kegiatao

Penyediaan Biaya Operasional bagi Jumlah Kelompok Kegiatan

Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Ketahanan dan Kesejahteraan

2.14.04.2.01.0 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,

026. BKL, PPKS, PIK·R dan Usaha P1K·Rdan Usaha Peniogkatan 10Kelompok 74.208.000,00

Peningkatan Pendapatan Keluarga Pendapatan Keluarga Akseptor

Akseptor (upPKA) (UPPKA) yang mendapat biaya
operasional kegiatan

Pembentukan Kelompok Ketahanan Jurnlah Kelompok Ketahanan dan
dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Kesejahteraan Keluarga (Bina
Keluarga Balita (BKE). Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Pusat Keluarga Remaja (BKR), Pusat

2.14.04.2.01.0 Informasi dan Konseling Remaja lnformasi dan Konseliog Remaja 424 302.745.600,00028. (PIK·R) Bina Keluarga Lansia (PIK·R) Bina Keluarga Lansia Kelompok
(BKL), Usaha Peningkatan (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor Pendapatan Keluarga Akseptor
(UPPKA) dan Pemberdayaan (upPKA) dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga) Ekonomi Keluarga) yang dibentuk

JUMLAll 74.975.206.372,00
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Jumlah Perangkat Daerab yang Mengikuti

Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG SosiaJisasiKebijakan Pelaksanaan 133
2.08.02.2.01.04. termasuk PPRG Pengarustamaan Gender (pUG) Tennasuk Perangkat

Perencaan Pembangunan Responsif Gender, Daerah
(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Peugembangau Jumlah perempuan kategori umum serta
2.08.02.2.03. Lembaga Penyedia Layanan perempuan kepala keluarga yang 160OrangPemberdayaan Perempuan mendapatkan bimbinganKeweuangan Kabupaten/Kota

Pengernbangan Kornunikasi, Informasi Jumlab Dokumen Komunikasi lufonnasi dan 3002.08.02.2.03.03. dan Edukasi (!(IE) Pemberdayaan Edukasi (KIE) Pernberdayaan Perempuao DokumenPerempuan Kewenangan KabupateoiKota Keweoangan KabupateoiKota yang Tersedia

2.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase perempuan yang mendapal 1,41 PerseuPEREMPUAN perlindungan

Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban Jumlah Korban yang rnendapatkan2.08.03.2.02. Kckerasan yang Memcrlukan Pelayanan terpadu 90 Persen
Koordinasi Kewenangan
KabupatenlKota

Penyediaan Layanan Pengaduan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan
2.08.03.2.02.01. Masyarakat bagi Perempuan Korban Tingkat, KabupateoiKota yang Mendapatkan 90 Orang

Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan

PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya ketahanan keluarga yang
2.08.04. KUALITAS KELUARGA ditandai dengan menurunnya angka 0,81 Persen

perceraian

Penyediaan Layanan bagi Kcluarga

2.08.04.2.03. dalam Mcwujudkan KG dan Hak Jumlah peserta yang diberikan pelayanan 138 orangAnak yang Wilayah Kcrjanya dalam komprehensif
Daerah KabupatenlKota

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Jumlab Layanan Kornpreheosifbagi
Komprehensif bag; Keluarga dalam Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan

2.08.04.2.03.01. Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang 138 Layanan
yang Wilayah Kerjanya dalarn Daerah Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah
KabupateoiKota KabupateoiKota yang Tersedia

2.08.06. PROGRAM PEME!'I'1JHANHAl( Prescntase anak yang mendapat 2.4 PersenANAK(PRA) perlindungan

Penguatan dan Pcngembangan

2.08.06.2.02. Lembaga Penyedia Layanan Jumlah orang yang mendapatkan layanan 1.425 OrangPeningkatan Kualitas Hidup Anak penguatao kualitas keluarga
Kewenangan KabupatenlKota

Penyediaan Layanan Peningkatan JUl111allAnak yang Mendapatkan Layanan
2.08.06.2.02.0 I. Kualitas Hidup Anak Kewenangan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 50 Orang

Kabupaten/Kota Kewenangan, KabupateolKota

PROGRA..M:PERLINDUNGAN J\I11JJablayanan korban kekerasan 100 Persen
2.08.07. KHUSUSANAK

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Jumlah anggota lintas sekioral yang 360 orang
2.08.07.2.01. yang Melibatkan para Pihak Lingkup mendapat penguatan

Daerab Kabupaten/Kota

Penguatan kerja sarna lintas perangkat Jumlab kegiatan peocegaban KtA terpadu 360
daerah untuk mewujudkan Kegiatan

2.08.Q7.2.01.0003. kabupaten/kota layak Anak, kecamatan
layak Auak, desalkeluraban layak Anak,
dan DRPPA
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Jumlab layman korban kekerasan yang 581ayanan
Memerlukan Perlindungan Khusus diberikan

2.08.07.2.02. yang M.emerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah KabupateoiKota

2.08.07.2.02.0006.
Koordinasi Pelaksanaan Layaoan AMPK Jumlab AMPK yang mendapatkan layanan 58 OrWIg

Penguatan dan Pengembangan Jumlah aoggota gugus tugas yang 138orang
Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak mendapatkan penguatan, anggota Iintas

2.08.07.2.03. yang Memerlukan Perlindungan sektoral yang bersinergi
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penguatan jejaring antar lembaga Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga 132
2.08.07.2.03.0005. penyedia layunan perlindungan bag; penyedia layanan AMPK Kegiatan

AMPK tingkat daerab kabupateoikota

Dinas Pengendaluui Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdauaaw 38
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Peningkatan kapasitas SDM lembaga Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih 132Orang

2.08.07.2.03.0006. penyedia layanan perlindungan dan dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan
penanganan bagi AMPK tingkat daerah Penanganan AMPK
kabupaten/

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGABERENCANA

2.14.02. PROGRAM PENGENDALIAN tersediannya informasi data keluarga 100PersenPENDUDUK

l'emaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi Dengan

2.14.02.2.01. Pemerintah Daerab Kabupaten/Kota Jumlah dokumen GDPK yang tersusun I Dokumen
Dalam Rangka Pengcndalian Kuantitas
Penduduk

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand JumJahDokumen Penyusuuan dan

2.14.02.2.01.02. Design Pembangunan Kependudukan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan IDokumen
(GDPK) Tingk1lt KabupatcnlKota Kependudukan (GDPK) Tingkat

Kabupaten/Kota

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Jurnlah pelaksaan pencatatan dan2.14.02.2.02. Penduduk Cakupan Daerab pengumpulan data keluarga 12bulan
KabupatenIKota

2.14.02.2.02.12. Pencatatan dan Pengumpulan Data Jurnlah Laporan Peneatatan dan 12 LaporanKeluarga PengumpuJanData Keluarga

2.14.03. PROGRAM PEl\ffiINAAN Peningkatan jumlah akseptor MKJP 25,4 PersenKELUARGA BERENCANA (KB)

Peningkatan CUIPUS 75,4 Persen

Jumlah pendidiklMotivator sebaya 340 Orang

Jumlah kampung KB dasar yang mengalami 10Kampung
kenaikan status KB

Rentang usia pemikahan pertama pada 20,2 Tahunperempuan

Pelaksanaan Advokasi,

2.14.03.2.01. Komunikasi, Informasi dan Edukasi JumJahKecamatan yang teradvokasi KIE 40
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Kecamatan
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Jumlah Laporan Mekanisine Operasional
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (pernbangunan

2.14.03.2.01.001 Program Bangga Kencana melalui Rapat Keluarga, Kependudukan, dan KeJuarga

I Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Berencana) Melalui Rapat Koordinasi 210 Laporan
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi
Mini Lokakarya (Mioilok) Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya

(Miuilok)

Pengendalian dan Pendi.tribllsian
Kebutuban Alat dan Obat

2.14.03.2.03. Kontrasepsi Serta Pelaksanaan JumJahpeserta KB Barn 87.100 orang
Pelayanan KB Di Daerah
KabupatenlKota

Peningkatan Kesertaan Penggunaan JumJah Orang yang Mengikuti Kesertaan,
2.14.03.2.03.03. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka 7.300 Orang

(MKJP) Panjang (MKJP)

2.14.03.2.03.06. Penyediaan Sarana Penunjang JWIJlahUnit Sarana Penunjang Pelayanan 5 unitPelayanan KB KB

2.14.03.2.03.00 1 Promosi dan Konseling KB Pasca Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan 855 orang6. Persalinan Konseling KB Pasea Persalinan

2.14.03.2.03.13. Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat 100OrangPeningkatan, Kesetaraan KB Pria

Pemberdayaan dan Pen ingkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan JumJahKampung KB yang diberikan 10Kampung2.14.03.2.04. Tingkat Daerah KabupatenIKota pembinaan KBDalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
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Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang

2.14.03.2.04.000 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program mengikuti Pclaksanaan dan Pengelolaan

6. Bangga Keucana di Kampung Keluarga Program Bangga Kencana (Pembangunan 10Karnpung
Berkualitas Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga

Berencana)

PROGRAM PEMBER DAYAAN DAN Presentase anggota bina keluarga yang ber-2.14.04. PENINGKA TAN KELUARGA 57,88 Persen
SEJAHTERA (KS) KE

Pelaksanaan Pembangunan Kcluarga 72.8722.14.04.2.0l. Mclalu! Pcmbinaan Kctahanan dan Jumlah Anggota BKE, BKR dan BKL AnggotaKesejahteraan Kehrarga

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan JumJabKelompok Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Bina KeluargaKesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKE), Bina Keluarga RernajaBalita (BKE), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat lnfonnasi dan Konseling2.14.04.2.01.002 (BKR), Pusat lnfonnasi dan Konseling Renaaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia 424

8. Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapaian Kelompok
(BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danKeluarga Akseptor (UPPKA) dan Pernberdayaan Ekonomi Keluarga) yangPemberdayaan Ekonomi KeJuarga) dibentuk

Orientasi dan Pelatiban Teknis Pengelola Jumlah Laporan Hasil Orieotasi dan

2.14.04.2.01.002 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan

1. (BKE, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, 32 Laporan
Usaba Peningkatan Pendapatan Keluarga PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Akseptor (UPPKA) KeluargalUPPKA)

Penyediaan Biaya Operasional bagi Jumlah Kelompok Kegiatan Ketabanan danKelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE. BKR, BKL.2.14.04.2.01.002 Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan 10
6. BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kelompok

Peningkatan Peudapatan Keluarga yang meodapat biaya operasional kegiatanAkseptor (UPPKA)

Rencana Kerja Pemerintan Kabupaten Cirebon Tahun 2024



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdauaan. 41
Perempuan dati Perlindungan Allak Kabupaten Cirebon

Catatan penting yang perlu menjadi perhatian bahwa pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan sukses dilaksanakan apabila

terdapat dukungan baik intemal maupun eksternal yaitu SKPDterkait dengan

bidang sosial, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ini mendapat hasil

yang maksimal. Selain hal tersebut, pentingnya komunikasi dan koordinasi

Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ini

diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dikomunikasikan kepada seluruh

jajaran unit kerja. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki komitmen

bersama untuk maju dari seluruh jajaran unit kerja untuk mendukung

keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Kinerja Tahun 2024. Dinas Pengendalian

Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Cirebon bersiap diri menyongsong kondisi dimasa depan

melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Rencana Kinerja

inilah yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Programdan Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk. KeluargaBerencana. Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon secara terencana dan

terkoordinasikan secara harmonis.

Dinas Pengendalian Penduduk, KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan AnakKabupaten Cirebon telah sepakat untuk melaksanakan

Rencana Kinerjayang telah disusun ini demi terwujudnya visi,misi, tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.Sebagai suatu instansi

pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam

meningkatkan peranan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera. Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga

Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cirebonakan berupaya seoptimalmungkin untuk mendukung terselenggaranya

pelaksanaan OtonomiDaerah.

BABV

PENUTUP
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HILMIRIVA'I

BERITADAERAHKABUPATENClREBON TAHUN2023 NOMOR

SEKRETARISDAERAHKABUPATENCIREBON,

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

CIREBON,

Hal- hal mengenai kaidah pelaksanaan akan dicantumkan kedalan Kerangka

Acuan Kerja (KAK)pada masing-masing Rencana Kerja Anggaran (RKA)tahun

2024, sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh bidang terkait dapat

berjalan sesuai dengan tujuan utama dan mencapai target kinerja yang

sudah ditentukan.

menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan

tersebut.
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